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BAB 1V
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Gambaran Umum Kelurahan Kumai Hilir Kec. Kumai
Kabupaten Kotawaringin Barat
Kabupaten Kotawaringin Barat berada di Provinsi Kalimantan
Tengah yang terletak di daerah khatulistiwa yaitu pada 01°19°35”’ sampai
dengan 03°36°59” Lintang Selatan dan 110°25°26” sampai dengan
112°50°36> Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayah secara
administratif, yaitu sebagai berikut:
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Lamandau dan Kab. Sukamara.
Secara administratif, luas Kabupaten Kotawaringin Barat adalah
10.759 Km? yang terdiri dari 6 kecamatan, 94 desa dan 13 kelurahan.
Kecamatan-Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Arut Selatan (13 desa
dan 7 kelurahan), Kecamatan Kumai (15 desa dan 3 kelurahan),
Kecamatan Kotawaringin Lama (15 desa dan 2 kelurahan), Kecamatan
Arut Utara (10 desa dan 1 kelurahan), Kecamatan Pangkalan Lada

(11 desa) dan Kecamatan Pangkalan Banteng (17 desa).
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Topografi wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat digolongkan
menjadi 4 bagian terdiri dari: dataran, daerah dataran berombak,
daerah berombak berbukit, dan daerah berbukit-bukit yang terdiri dari:

a. Sebelah utara adalah perbukitan dan jenis tanah adalah latosol yang
tahan terhadap erosi

b. Bagian tengah terdiri dari tanah podsolik merah kuning juga tahan
terhadap erosi

c. Sebelah selatan terdiri dari danau dan rawa alluvial/organosol yang
banyak mengandung air.

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada ketinggian
0-500 m dari permukaan laut dan kemiringan antara 0-40 %. Ketinggian
tempat berpengaruh terhadap suhu udara, yaitu setiap naik 100 meter suhu
akan turun rata-rata 0,06° C. Hal tersebut akan menyebabkan semakin
tinggi suatu tempat, maka suhu semakin rendah. Dengan demikian
ketinggian merupakan faktor yang perlu diperhatikan karena berpengaruh
terhadap tumbuh-tumbuhan. Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada
daerah beriklim panas dan lembab. Hal ini disebabkan karena secara
geografis, masih terletak di sekitar khatulistiwa dan bercurah hujan tinggi.

Data Stasiun Meteorologi dan Geofisika Pangkalan Bun di Tahun
2012 menunjukkan terjadi musim hujan sepanjang tahun dengan curah
hujan 2.066 mm atau 200 hari hujan (HH). Dengan penyinaran matahari
rata-rata 61 %. Rata-rata suhu udara sepanjang tahun 2012 adalah 27,6° C
yang berkisar antara 23,2° C sampai dengan 32,3°C. Sedangkan curah hujan

sepanjang tahun 2012 berkisar antara 4 mm sampai 362,6 mm.
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Dengan kelembaban udara tercatat relatif tinggi berkisar antara 85 % sampai
dengan 92,4 % dengan rata-rata 90 %.

Potensi hidrologi Kabupaten Kotawaringin Barat cukup besar,
seperti Sungai Lamandau, Sungai Arut, Sungai Kumai, dan beberapa
sungai kecil lainnya. Terdapat 4 daerah aliran sungai, yaitu DAS
Kotawaringin lokasi lintas provinsi (Kalimantan Barat dan Kalimantan
Tengah) yang merupakan DAS yang paling luas. Berikutnya adalah DAS
Kumai lokasi Kabupaten Kotawaringin Barat, DAS Buluh Kecil lokasi
lintas kabupaten dan DAS Cabang lokasi lintas kabupaten.

Kecamatan Kumai merupakan kecamatan terluas dengan luas
wilayah 2.921 Km? (27,15 % total luas kabupaten), dan Kecamatan
Pangkalan Lada merupakan kecamatan yang terkecil dengan luas wilayah
229 Km? (2,13 % total luas kabupaten). Data wilayah administrasi

Kabupaten Kotawaringin Barat disajikan pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat

No.| Kecamatan | Jukotn | Bayakaya | Luss O
Kabupaten
I. | Arut Selatan Pa’;fﬁz'a" 13 Desa/7Kel. | 24.000 2231
2. Kumai Kumai 15 Desa/3 Kel. 29.210 27,15
3. | KOUWaringin |y otawaringin| 15 Desa/2 Kel. 12.180 11,32
4. Arut Utara Pangkut 10 Desa/1 Kel. 26.850 24,96
5. | Pangkalan Lada sZi?:;a 11 Desa/- 2.290 2,13
6. Pg‘;ﬁlt‘:izn Karang Mulya| 17 Desa/- 13.060 12,14
Kotawaringin Barat 81 Desa/13 Kel. 107.590 100
Sumber: Kotawaringin Barat dalam Angka, 2013
Tugas Akhir Program Mahasiswa (TAPM) 98
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Pertumbuhan penduduk disebabkan oleh adanya kelahiran, kematian
dan migrasi. Kelahiran dan migrasi masuk merupakan faktor penambah
pada pertumbuhan penduduk, sedangkan kematian dan migrasi keluar
merupakan faktor pengurang. Pada pertengahan tahun 2012 penduduk
Kabupaten Kotawaringin Barat berjumlah 245.143 jiwa. Rata-rata
kepadatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat akhir tahun 2012
sebesar 22,78 jiwa per Km’ Kecamatan yang terpadat penduduknya
adalah Pangkalan Lada yaitu 126,14 jiwa per Km? dan disusul Kecamatan
Arut Selatan 42,47 jiwa per Km®, Kecamatan Pangkalan Banteng 25,11
jiwa per Km2, Kecamatan Kumai 16,46 jiwa per Km? Kecamatan
Kotawaringin Lama 14,15 jiwa per Km? dan terakhir Kecamatan Arut
Utara 6,04 jiwa per Km”. Lebih jelasnya mengenai perkembangan jumlah
penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada
Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat
Menurut Kecamatan, 2007-2012

No. Kecamatan Jumlah Penduduk

2007 2008 2009 2010 2011 2012'

|, | Kotawaringin |\ 5000 | 15535 17768 | 17.100| 17.358 | 17.234
Lama
2. | ArutSelatan | 89.607| 91.043| 92.963 | 100.361 | 10.805 | 101.925
3. Kumai 43.644 | 44.682 | 45367 | 47.161 | 47.674 | 48.085
4. Pangkalan 32538 | 33.071| 33.273| 31.559| 32270 | 32.796
Banteng
5. | PangkalanLada| 26.707| 27.172| 27.321| 28.493 | 28.909 | 28.885
6. Arut Utara 13.644 | 13.880| 14292 | 16.709 | 17.746 | 16218

Kotawaringin Barat | 204.906 | 223.432 | 227.383 | 230.984 |245.762 | 245.143

Sumber: Kotawaringin Barat dalam Angka, 2013
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Kecamatan Kumai merupakan salah satu kecamatan yang terletak
di bagian selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas 2.921 Km?.
Kecamatan Kumai terletak di dataran rendah dan berbatasan langsung
dengan laut. Terdiri dari 15 desa yaitu Sungai Cabang, Teluk Pulai, Sungai
Sekonyer, Kubu, Sungai Bakau, Teluk Bogam, Keraya, Sebuai, Sebuai
Timur, Sungai Kapitan, Batu Belaman, Sungai Tendang, Sungai Bedaun,
Bumi Harjo dan Pangkalan Satu, serta 3 kelurahan yaitu, Kumai Hulu,
Candi, dan Kumai Hilir.

Batas  wilayah  administratif ~Kecamatan Kumai adalah
sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Arut Selatan, Pangkalan
Lada, dan Pangkalan Banteng

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Arut Selatan.

Berdasarkan data penduduk sementara Tahun 2012, jumlah
penduduk Kecamatan Kumai sebanyak 48.085 jiwa, dengan jumlah
laki-laki sebanyak 25.144 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 22.941
jiwa. Kelurahan Kumai Hilir memiliki jumlah penduduk tertinggi
dibanding kelurahan/desa lain, yaitu sebanyak 8.037 jiwa. Sedangkan
Kelurahan Kumai Hulu memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 427

orang per Km?, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.3 berikut:
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Tabel 4.3 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan/Desa
di Kecamatan Kumai, Tahun 2012

No. Kelurahan/Desa LuazKV:;i!;lyah P:(l;g::gl;k 1;:5::3?]2
(Orang/Km?)
1. | Sungai Cabang 333,00 1.001 3,01
2. | Teluk Pulai 478,00 311 0,65
3. | Sungai Sekonyer 791,00 447 0,57
4. | Kubu 122,00 3.299 27,04
5. | Sungai Bakau 111,00 1.507 13,58
6. | Teluk Bogam 82,00 1.200 14,63
7. | Keraya 78,00 495 6,35
8. | Sebuai* 97,00* 414 4,27
9. | Sungai Kapitan 90,00 4.649 51,66
10. | Kumai Hilir 82,00 8.037 98,01
11. | Batu Belaman 73,00 1.772 24,27
12. | Sungai Tendang 52,00 3.222 61,96
13. | Candi 67,00 3.867 57,72
14. | Kumai Hulu 18,00 7.685 426,94
15. | Sungai Bedaun 403,00 3.688 9,15
16. | Bumi Harjo 27,62 4331 156,81
17. | Pangkalan Satu 16,38 1.911 116,67
18. | Sebuai Timur* * 249 *
Kumai 2.921,00 48.085 16,46

Sumber: Kotawaringin Barat dalam Angka, 2013
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Secara geografis luas wilayah Kelurahan Kumai Hilir adalah
82 Km? wilayah Kelurahan Kumai Hilir merupakan salah satu wilayah
yang mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup besar.
Kelurahan Kumai Hilir berbatasan dengan:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kumai Hulu
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sei. Kapitan

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sei. Bedaun

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Candi.

Dilihat dari ketinggian, wilayah Kelurahan Kumai Hilir berada pada
ketinggian antara 0-7 m dpl (dari permukaan laut), faktor tersebut
sangatlah berpengaruh terhadap suhu udara sehingga di wilayah Kelurahan
Kumai Hilir akan sangat berpotensi sekali untuk kegiatan pengembangan
budidaya pertanian dalam arti luas. Tingkat kesesuaian lahan di wilayah
Kelurahan Kumai Hilir adalah merupakan sifat yang dipengaruhi oleh sifat
fisik dan kimia tanah yang harus didukung dengan penyediaan drainase
yang baik sehingga lahan di Wilayah Kelurahan Kumai Hilir sangat sesuai
sekali untuk pengembangan budidaya Tanaman Padi Sawah,
Tanaman Pangan dan Tanaman Tahunan.

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1990 Tentang Penataan
LKMD, RW, RT atau sebutan lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor: 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai
Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan  Kelurahan,

di Kelurahan Kumai Hilir telah terbentuk lembaga kemasyarakatan yang
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terdiri Rukun Warga (RW) sebanyak 7, Rukun Tetangga (RT) sebanyak
20, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK) dan Karang Taruna. Lembaga kemasyarakatan lain yang
ada di Kelurahan Kumai Hilir seperti Remaja Masjid, Majelis Taklim,
PHBI dan lembaga lainnya.

Dilihat dari aktivitas perekonomian/mata pencaharian masyarakat
di Kelurahan Kumai Hilir dapat di lihat pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Kumai Hilir

No Jenis Mata Pencaharian Jumlah Keterangan
1. | Sektor Pertanian 78
2. | Sektor Peternakan 20
3. | Sektor Kerajinan 71
4. | Sektor Industri Kecil 65
5. | Pemerintahan PNS/TNI Polisi 40
6. | Pegawai Swasta 88
7. | Jasa Perdagangan 79
8. | Jasa angkutan 43
9. | Jasa Keterampilan 134
10. | Lain-lain 104

Sumber: Laporan Tahunan Kelurahan Kumai Hilir Tahun 2013

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa mata pencaharian
masyarakat Kelurahan Kumai Hilir sebagian besar pada sektor
Jasa Keterampilan. Secara umum wilayah Kelurahan Kumai Hilir dapat

dilihat seperti pada Gambar 4.1 berikut:
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Gambar 4.1 Peta Wilayah Kelurahan Kumai Hilir
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2. Gambaran Umum Kantor Kelurahan Kumai Hilir

a.

Visi dan Misi Kelurahan Kumai Hilir
Kelurahan Kumai Hilir adalah wilayah kerja Lurah sebagai
perangkat daerah di bawah Kecamatan Kumai Kabupaten
Kotawaringin Barat dengan mengemban Visi yaitu:
“Terwujudnya Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan,
dan Pelayanan Masyarakat Yang Efisien, Efektif dan Profesional”.
Sedangkan Misi Kelurahan Kumai Hilir adalah:
1) Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan
kesejahteraan
2) Menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban yang kondusif
di masyarakat
3) Memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat

4) Menciptakan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

Struktur Organsasi Kelurahan Kumai Hilir

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tingkat Kelurahan
sebagaimana yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005
dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotaaringin Barat Nomor 21 Tahun
2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
di Kabupaten Kotawaringin Barat dijabarkan melalui Struktur

Organisasi yang terlihat seperti pada Gambar 4.2 berikut:
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LURAH
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Gambear 4.2 Struktur Organisasi Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat

¢. Kondisi Kepegawaian di Kelurahan Kumai Hilir

Guna berjalannya kegiatan pelayanan kepada masyarakat
di Kelurahan Kumai Hilir, maka perlu didukung dengan keberadaan
aparatur yang ditempatkan di Kantor Kelurahan Kumai Hilir.
Kepegawaian merupakan sebuah pekerjaan yang mengatur tentang
tugas pokok, dan fungsi serta kedudukan seorang pegawai pada
sebuah organisasi. Kepegawaian berkaitan dengan sumber daya
manusia yang dimiliki. Oleh karena itu, jika terjadi kesalahan dalam
pengelolaan kepegawaian pada sebuah organisasi, maka sumber daya
manusia yang terdapat dalam organisasi tersebut akan mengakibatkan
inefisiensi tenaga kerja. Secara umum keadaan pegawai Kelurahan
Kumai Hilir berdasarkan berdasarkan tingkat jabatannya seperti

pada Tabel 4.5 berikut:
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Tabel 4.5 Keadaan Pegawai Kelurahan Kumai Hilir Berdasarkan Pangkat/
Golongan, Jabatan, dan Pendidikan

No. Nama/NIP Pangkat/Gol. Jabatan Pendidikan Ket.
Said Syamsuddin Noor, S.H.
1. Penata Tk.I Lurah S.1 Hukum
NIP. 19700612 198901 1 001 (11/d)
Atma Santosa, S.T.
2. PenataMuda | = o\ otaris | S.1 Teknik Sipil
NIP. 19620601 198903 1006 | Tk.1 (Ill/b)
H. Abdul Gani, S.Pd. :
3. Penata (Il/c) | KBSIPel | ¢ pendidikan
NIP. 19630128 198112 1 001 Umum
Rahmad Sugiono, S.E.
a. & Penata Muda | Trantib | S.1 Manajemen
NIP. 19780724 199902 1 001 Tk. 1 (I1l/b)
Said Ismail Hazemi, S.E.
5. Penata Muda Kasi Tapem | S.1 Manajemen
NIP. 19750622 199902 1 002 Tk. I (1I/b)
Arie Midiah Utami R, S.IP. Penata Muda Kasi S
6. Pemb.Masy. .
NIP. 19880612 200701 2 001 Tk. 1(I1/b) & Sos Pemerintahan
Akbaria Fitria, A.Md.
7. Pengatur (Il/c) Staf D.IIT Akuntansi
NIP. 19860610 201001 1 011
Iska Supriyatin, A.Md.
8. P Pengatur (Il/c) Staf I fD'IH ik
NIP. 19860905 201001 2 008 nformatika
9 Masniah, S.Sos. Penata Muda PLKB S1K asi
. . omunikasi
NIP. 19620601 198903 2 006 Tk. 1(11I/b)
10 Roida T. Lumbanbatu, STP. Penata Muda PPL S.1 Teknik
" | NIP. 19841212 201001 2 034 (Ilva) Pertanian Pertanian
Petugas Jaga
11. | Abdul Kadir ; Malam dan SD gg:frgai
Kebersihan
Sumber: Data Kepegawaian Kelurahan Kumai Hilir Tahun, 2013
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d. Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Kumai Hilir

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 36
tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan
dan Kelurahan se-Kabupaten Kotawaringin Barat, maka tugas pokok
Kantor Kelurahan Kumai Hilir adalah ‘“Melaksanakan sebagian
Koordinasi, Integrasi, Simplikasi dan Singkronisasi secara Vertikal
dan Horisontal baik dalam lingkungan kecamatan dan kelurahan
maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing”.

Adapun fungsi dari Kantor Kelurahan Kumai Hilir adalah
sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pembangunan,
Ketenteraman dan Ketertiban serta Kesejahteraan Sosial.

2) Pengkoordinasian Pelaksanan Pemerintahan Umum, Ketenteraman
dan Ketertiban, Pembangunan, Pelayanan Publik, serta
Kesejahteraan Sosial

3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Adapun rincian dari tugas pokok dan fungsi aparatur Kelurahan
Kumai Hilir antara lain:

1) Lurah
a) Tugas Pokok:

Menyelenggarakan Tugas Urusan Pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan.
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b} Fungsi:
(1) Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat
(2) Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan

€)

4

&)

(©6)

Q)

Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan
perundang-undangan

Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
Pelayanan umum

Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kelurahan

Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau
Kelurahan

Melaksanakan Pelayanan masyarakat yang menjadi Ruang
Lingkup Tugasnya dan atau yang belum dapat

dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan.

2) Sekretaris Lurah

a) Tugas Pokok:

Membantu Lurah di bidang Pembinaan Administrasi dan

Pelayanan Teknis Administrasi kepada seluruh Satuan

Organisasi Perangkat Kelurahan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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b) Fungsi:

(D

2

&)

S

&)

6

(7

®)

®)

Pelaksanaan Pengurusan Rencana, Pengendalian dan
Pengevaluasian Pelaksanaan Tugas Seksi-Seksi
Pelaksanaan  Pengkoordinasian dan  Pengendalian
Kebijakan yang ditetapkan oleh Lurah

Pelaksanaan  Pengkoordinasian dan  Pengendalian
Kebijakan yang ditetapkan oleh Lurah

Pelaksanaan Pengurusan Surat-Menyurat dan Kearsipan

Pelaksanaan Pengurusan Administrasi Keuangan

Pelaksanaan Pengurusan Perlengkapan dan
Kerumahtanggaan
Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyusunan Naskah

Laporan
Pelaksanaan Penyiapan Rapat-Rapat Dinas, Upacara,
Penerimaan Tamu dan Acara-Acara lainnya

Melaksanakan tugas lain yang diberikan Lurah.

3) Kepala Seksi Tata Pemerintahan

a) Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas menyusun Rencana, Mengevaluasi

Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Bidang Pemerintahan.

b) Fungsi:

)
@

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Melaksanakan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan
Melaksanakan Pengumpulan, Mengsistematisasikan dan

Menganalisis Data Administrasi Pemerintahan
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Melaksanakan Penyusunan Program Penyelengaraan
Pemerintahan
Melaksanakan Pemfasilitasian Kegiatan Sosial Politik

Melaksanakan  Pemfasilitasian  Proses  Pencalonan,
Pengangkatan, dan Pemberhentian Ketua Rukun Warga
(RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT)

Melaksanakan Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan dan Catatan Sipil

Melaksanakan Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan
dan Membantu Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan
Melaksanakan Pemfasilitasian Kegiatan-Kegiatan dalam
Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum

Melaksanakan Evaluasi dan Pengendalian

Penyelenggaraan Pemerintah

(10)Melaksanakan tugas lain yang diberikan Lurah.

4) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a) Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas menyusun Rencana, Mengevaluasi

Pelaksanaan, dan Penyusunan laporan Bidang Ketenteraman

dan Ketertiban Umum.

b) Fungsi:

M

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Melaksanakan Penyusunan Program Penyelenggaraan dan

pembinaan Ketenteraman serta Ketertiban Umum
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Melaksanakan Pemeliharaan dan Pembinaan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penegakan-
Penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah
Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya di Kelurahan
Melaksanakan  Perlindungan  Kepada  Masyarakat
dan Membina Anggota Perlindungan  Masyarakat
(Linmas) di Kelurahan

Melaksanakan Penertiban Terhadap Gangguan Sosial
Melaksanakan Memfasilitasi Kegiatan = Pembinaan
Integrasi dan Kesatuan Bangsa

Melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan
dan Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum,
Penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan
Peraturan Perundang-undangan lainnya, Kegiatan Sosial
Politik, Pembinaan Ideologi Negara, Pembinaan Kesatuaan
Bangsa, Pembinaan Masyarakat, dan Pembinaan

Kewarganegaraan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan Lurah.

5) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial

a) Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas menyusun Rencana, Mengevaluasi

pelaksanaan, dan Penyusunan Laporan Bidang Pemberdayaan

Masyarakat dan Sosial.
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b) Fungsi:

(D

@

€)

Q)

©)
(6)

(M

Pelaksanaan  Penyusunan  Program  Pemberdayaan
Masyarakat, Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat
Pelaksanaan Pengkoordinasian dan Melaksanakan Upaya
Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan Pemfasilitasian Kegiatan Sosial Ekonomi dan

Budaya serta Swadaya Masyarakat

Pelaksanaan Pemfasilitasian Pembinaan Pengelolaan
Lingkuangan Hidup
Pelaksanaan Pemfasilitasian Kegiatan Sosial Masyarakat

Pelaksanaan Pemfasilitasian dan Memberikan Pelayanan
Terhadap Kegiatan Keagamaan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan Lurah.

6) Kepala Seksi Pelayanan Umum

a) Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas menyusun Rencana, Mengevaluasi

Pelaksanaan Penyusun Laporan Bidang Pelayanan Umum.

b) Fungsi:

(M
@)

3)

“4)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Melaksanakan Penyusunan Program Pelayanan
Melaksanakan Koordinasi dan Melaksanakan Upaya
Pemberdayaan Masyarakat

Melaksanakan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan
yang Mencakup Bidang Tugasnya

Melaksanakan tugas lain yang diberikan Lurah.
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B. Data Fokus Penelitian
1. Indikator Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
di Kelurahan Kumai Hilir

Berdasarkan berbagai evaluasi terhadap kebijakan Sistem
Administrasi Kependudukan, Pemerintah merasa perlu menggantinya
dengan sebuah kebijakan yang baru. Kebijakan baru itu tentunya juga
lebih menjawab segala kebutuhan yang diperlukan untuk melengkapi data
kependudukan. Untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai
pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang
diperlukan maka pemerintah merumuskan sebuah kebijakan baru.
Salah satunya adalah dengan mengeluarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2003
tentang elektronik Government. Elektronik Government ini pada akhirnya
mendorong pelaksanaan kegiatan pemerintah ke arah komputerisasi agar
pelayanan dapat dilakukan kapan dan di mana saja.

Pendorong penerapan e-Government adalah untuk meningkatkan
efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Dalam penyusunan rencana strategis pengembangan
e-Government, pemerintah memiliki peranan sebagai pemberi kebijakan
tentang strategi pengembangan e-Government, dalam hal ini Inpres
tersebut memberikan arahan penyusunan tentang rencana strategis
e-Government kepada seluruh instansi. Menurut Inpres Nomor 3 Tahun
2003, dikatakan bahwa pengembangan e-Government merupakan upaya
untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis
(menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan

publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-Government
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dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan
pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas
yang berkaitan yaitu:
a. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses
kerja secara elektronis
b. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat
diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Banyaknya data yang dikelola dan perlunya penyampaian informasi
yang cepat dalam kegiatan pelayanan administrasi kependudukan
menjadikan teknologi informasi sebagai media yang dianggap mampu
dan handal untuk membantu dalam pengelolaan data dan penyajian
informasi yang cepat, mudah dan akurat. Kemudian sebuah penerapan
teknologi hendaknya memenuhi prinsip-prinsip tepat guna (appropriate)
mendukung sistem pelayanan administrasi kependudukan, bertahan relatif
lama (long life tidak mudah face out), efisien (tidak over investment atau
under investment), aman (secure) mudah dioperasionalkan (user friendly)
dan murah pemeliharaannya, serta dapat diakses di seluruh wilayah tanah
air dengan support yang selalu tersedia dan relatif cepat. Dalam
mendukung pelayanan administrasi kependudukan, penerapan teknologi
sangat penting untuk menjawab keamanan (security) dan kecepatan dalam
proses perekaman, pengiriman/komunikasi data, penyimpanan serta
pendayagunaan data individu penduduk.

Penerapan teknologi informasi dalam e-Government ini diantaranya

adalah penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
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Sistem Informasi Kependudukan adalah salah satu jenis perangkat lunak
yang dapat digunakan untuk membantu proses pengelolaan data pencatatan
biodata penduduk pada salah satu instansi pemerintah yang bergerak
dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan. SIAK merupakan
suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan
prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan
menata sistem administrasi dibidang kependudukan sehingga tercapai
tertib administrasi dan juga membantu bagi petugas dijajaran pemerintah
daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di dalam
menyelenggarakan layanan kependudukan. Dengan adanya pengelolaan
data secara online maka kelemahan-kelemahan pengolahan data secara
konvensional dapat ditekan. SIAK sendiri memberikan banyak manfaat
antara lain, hasil perhitungan dan pengelolaan data statistik tersebut dapat
digunakan sebagai bahan perumusan dan penyempurnaan kebijakan,
strategi, dan program bagi penyelenggaraan pembangunan di bidang
kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk, serta kepentingan
pembangunan lainnya.

SIAK merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang disusun
berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang
bertujuan menata sistem administrasi di bidang kependudukan sehingga
tercapai tertib administrasi dan juga membantu bagi petugas di jajaran
Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dalam menyelenggarakan layanan kependudukan.
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Dalam pelaksanaannya, diawali dari Desa dan Kelurahan selaku
ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara
administrasi sebagai warga negara Indonesia serta sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar
penduduk sebagai pelanggan merasa dapat pelayanan yang memuaskan.

Program SIAK mulai dilaksanakan oleh Dinas Kepedudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat pada bulan Juli 2008,
melayani pembuatan KTP Nasional berbasis NIK dan pelayanan Kartu
Keluarga Nasional. Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu melaksanakan
program pelayanan administrasi kependudukan (Pelayanan KK, KTP dan
Akta Catatan Sipil) tingkat kabupaten.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak
(A.S.), (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Kotawaringin Barat) (wawancara dilakukan pada tanggal 13 Maret
2014, di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Kotawaringin Barat) bahwa:

“Disdukcapil menggunakan Sistem SIAK dalam menyelenggarakan

pendaftaran penduduk, hal ini bertujuan untuk menjamin

ketunggalan data penduduk, sehingga nantinya kita harapkan dalam
berkas kependudukan setiap penduduk Kobar hanya memiliki satu

NIK. Pelayanan Administrasi Kependudukan oleh Disdukcapil

dilakukan secara berjenjang dari bawah (Kecamatan/Kelurahan/

Desa), kecuali untuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik/
e-KTP pelayanan dilakukan di masing-masing kecamatan”.
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Dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kelemahan dalam
mengelola data kependudukan. Masih banyak terdapat pemalsuan identitas
karena disebabkan kurang detailnya data-data mengenai penduduk.
Seperti ditemukannya berbagai identitas ganda dengan nomor identitas
yang berbeda di Kabupaten Kotawaringin Barat. Penyelenggaraan tertib
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bertujuan untuk
(LPPD-Disdukcapil Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2012):

a. Memberikan keabsahan identifikasi dan kepastian hukum atas dokumen
penduduk untuk setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk

b. Memberikan perlindungan hak sipil penduduk

c. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional
mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai
tingkatan secara akurat, lengkap dan mudah diakses sehingga menjadi
acuan bagi perumusan kebijakan pembangunan pada umumnya

d. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional
dan terpadu

e. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor
terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan Pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil identifikasi mulai dari tahun 2006 sampai dengan
31 Desember 2012 pencapaian Pelayanan Administrasi Kependudukan
yang telah dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Kotawaringin Barat terlihat seperti pada Tabel 4.6 berikut:
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Pelayanan Administrasi

UNIVERSITAS TERBUKA

Kependudukan Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kotawaringin Barat

Tahun 2012
No. Uraian Tahun Jumlah Keterangan
1. | Pelayanan KTP 2006 18.163 Jiwa | Jumlah Jiwa per 31
Nasional 2007 32.262 Jiwa | Desember 2012 sebanyak
2008 33.453 Jiwa | =311.514 Jiwa dengan
2009 24.319 Jiwa | yang wajib KTP =
2010 22.129 Jiwa | 223.533 orang, yang
2011 28.468 Jiwa | memiliki KTP Nasional =
2012 21.149 Jiwa | 179.943 orang.
JUMLAH 179.943 Jiwa
2. | Pelayanan e-KTP 2011 51.376 Jiwa | Jih. Jiwa per 31 Desember
2012 83.012 Jiwa | 2012 sebanyak = 311.514
Jiwa dgn target wajib
e-KTP = 167.380 orang,
yang sudah melakukan
perekaman e-KTP
sebanyak = 120.371
orang.
JUMLAH 134.388 Jiwa
3. | Pelayanan KK 2008 2.291 KK | Jumlah Penduduk per 31
Nasional 2009 7.034 KK | Desember 2012 sebanyak
2010 22.291 KK { =73.779 KK dengan yang
2011 15.811 KK | Punya KK Nasional =
2012 15.454 KK | 62.881 KK.
JUMLAH 62.881 KK
4. | Penduduk Pindah 2010 810 Jiwa
dari Kab.Kobar 2011 1.172 Jiwa
ke Luar Daerah 2012 1.267 Jiwa
JUMLAH 3.249 Jiwa
5. | Penduduk datang 2010 1.105 Jiwa
dari Luar daerah 2011 1.098 Jiwa
ke Kab.Kobar 2012 1.191 Jiwa
JUMLAH 3.394 Jiwa
6. | Pencatatan Akta
Capil sbb.:
a. Akta
Kelahiran 2006 6.387 Akta | Jumlah jiwa per 31
2007 6.897 Akta | Desember 2012 sebanyak
2008 5.519 Akta | =269.872 jiwa, yang
2009 9.300 Akta | telah memiliki Akta
2010 16.860 Akta | Kelahiran = 60.284 Akta
2011 21.525 Akta
2012 5.018 Akta
JUMLAH 60.284 Akta
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b. Akta 2006 85 Psg
Perkawinan 2007 102 Psg
2008 181 Psg

2009 8 Psg

2010 241 Psg

2011 229 Psg

2012 163 Psg

JUMLAH 1.009 Psg

c. Akta 2006 - Jiwa
Kematian 2007 2 Jiwa
2008 130 Jiwa

2009 268 Jiwa

2010 276 Jiwa

2011 214 Jiwa

2012 103 Jiwa

JUMLAH 993 Jiwa

d. Akta 2006 6 Psg
Perceraian 2007 2 Psg
2008 2 Psg

2009 3 Psg

2010 2 Psg

2011 14 Psg

2012 9 Psg

JUMLAH 38 Psg

Sumber: Disdukcapil Kab. Kobar Tahun 2012

Menurut keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat (AS), bahwa Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Kotawaringin Barat
menggunakan beberapa macam aplikasi, yaitu:
a. Tahun 2006 Disdukcapil Kab. Kobar telah menggunakan
aplikasi SOLATERA
b. Tahun 2007 Administrasi Kependudukan menggunakan aplikasi
SIAK Offline
c. Tahun 2010 aplikasi SIAK telah Online ke tiga kecamatan

dan ke Dirjen Dafdukcapil.
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Sementara itu menurut Camat Kumai, Bapak (S) (wawancara
dilakukan pada tanggal 21 Maret 2014, di Kantor Kecamatan Kumai):

“Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilakukan
di Kecamatan Kumai menginduk ke Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, selaku leading
sector dalam hal Pelayanan Administrasi Kependudukan
di Kabupaten Kotawaringin Barat. Salah satu pelayanan
Administrasi Kependudukan yang dominan dilakukan di tingkat
Kecamatan adalah Pembuatan e-KTP, yang mana dalam
pelaksanaannya ~memang  belum  mencapai target yang
diharapkan. Pelayanan Administrasi Kependudukan lainnya antara
lain pengurusan lanjutan Surat Pengantar (Surat Pengantar Akta
Kelahiran, Surat Keterangan Pindah, dil.) dari Kelurahan/Desa lingkup
Kecamatan Kumai”.

Rekapitulasi Kegiatan Perekaman dan Pengambilan e-KTP
di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 terlihat
seperti pada Tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7 Rekapitulasi Kegiatan Perekaman dan Pengambilan e-KTP
di Kecamatan Kumai Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2013

. . Hasil
No. Jenis Kegiatan Kegiatan Keterangan

1. | Perekaman e-KTP Ub. Januari 2013 23.915 Orang
s.d. Desember 2013

2. | Telah Tercetak e-KTP 21.502 Keping

3. | Belum Tercetak e-KTP 2.413 Keping

4. | Telah Terdistribusi/Diterima Masyarakat 16.307 Keping
Belum Terdistribusi/Belum diterima .

5. Masyarakat 5.195 Keping

Sumber: Kecamatan Kumai Kabupaten Kobar Tahun 2013

Sedangkan untuk Rekapitulasi Surat Pengantar Akta Kelahiran
di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 terlihat

seperti pada Tabel 4.8 berikut:
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Tabel 4.8 Rekapitulasi Surat Pengantar Akta Kelahiran di Kecamatan
Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013

Laki-

No. Bulan Laki Perempuan | Jumlah | Keterangan
1. | Januari 65 54 119 | (Perlembar)
2. | Februari 44 44 88
3. | Maret 41 42 83
4. | April 45 45 90
5. | Mei 83 76 159
6. | Juni 151 137 288
7. | Juli 83 95 178
8. | Agustus 48 48 96
9. | September 43 46 89
10. | Oktober 62 61 123
11. | November 60 49 109
12. | Desember 51 57 108
Total 776 754 1530

Sumber: Kecamatan Kumai Kabupaten Kobar Tahun 2013

Kualitas pelayanan berkaitan dengan terpenuhinya standar pelayanan

dan keinginan masyarakat terhadap pelayanan yang mereka terima.

Kualitas

pelayanan

berkaitan

pula dengan

kepuasan

pelanggan

(masyarakat dalam hal pelayanan publik) terhadap pelayanan yang

diberikan. Parasuraman, Berry, dan Zeithaml (2001:32) menyatakan ada

lima indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas jasa, yaitu:
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. Responsiveness (daya tanggap), yaitu keinginan para staf untuk

membantu masyarakat dan memberikan pelayanan yang cepat serta

tanggap terhadap keinginan konsumen.

. Assurance (jaminan), mencakup kemampuan, keramahan, dan sifat

dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko,

atau keraguan.

. Tangibles (bukti langsung), kualitas pelayanan berupa fasilitas fisik

perkantoran, perlengkapan, kebersihan, dan kondisi ruang tunggu.

. Empathy (empati), sikap tegas tetapi penuh perhatian terhadap

konsumen, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan

komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan para pelanggan.

. Reliability (kehandalan), yakni kemampuan dan keandalan untuk

menyediakan pelayanan yang terpercaya (pelayanan yang dijanjikan
dengan segera dan memuaskan).

Berdasarkan kegiatan wawancara yang peneliti lakukan di lokasi

penelitian (Kelurahan Kumai Hilir) didapatkan keterangan sebagai berikut:

a. Responsiveness (daya tanggap), yaitu keinginan para staf untuk

membantu masyarakat dan memberikan pelayanan yang cepat serta
tanggap terhadap keinginan konsumen.

Dalam hal ini diperlukan adanya kesigapan dari aparatur dalam
menangani keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu dalam indikator
responsiveness, peneliti menggunakan indikator kecepatan proses
pelayanan dan ketanggapan petugas layanan dalam memproses produk

layanan serta tanggap terhadap keinginan konsumen/masyarakat.
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Untuk aspek kecepatan proses pelayanan administrasi
kependudukan di Kelurahan Kumai Hilir, mulai dari dilengkapinya
persyaratan administratif yang masuk sampai selesainya pengurusan,
belum ditetapkan standar jangka waktu penyelesaiannya.

Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Kumai Hilir,
Bapak (S.I.LH) (wawancara dilakukan pada tanggal 28 Maret 2014,
di Kantor Kelurahan Kumai Hilir) menyampaikan:

“Dalam pengurusan Surat Pengantar Kartu Keluarga, Kami selalu

berusaha melakukan pelayanan secara cepat, karena Kita

mengetahui keperluan warga, hanya saja terkadang ada beberapa
persyaratan yang belum mereka penuhi. Kalau syaratnya lengkap

Surat Pengantar dapat diperoleh dalam | hari. Untuk pengurusan

Kartu Keluarga masyarakat terlebih dahulu mengisi blanko yang

telah tersedia yang didalamnya memang terdapat tanda tangan

Ketua R.T. setempat, sehingga dalam pengurusannya masyarakat

harus meminta tanda tangan Ketua R.T dulu, baru kemudian tanda
tangan Lurah”.

Bapak (D), warga Kelurahan Kumai Hilir (wawancara dilakukan
pada tanggal 2 April 2014, di Areal Parkir Kantor Kelurahan Kumai
Hilir) menyampaikan:

“Saya tadi mengurus Akte Kelahiran, althamdulillah

persyaratannya sudah lengkap, cuman disuruh menunggu

sebentar, kata petugas bisa diambil hari ini”.

Berbeda dengan Bapak (M.D.), warga Kelurahan Kumai Hilir
(wawancara dilakukan pada tanggal 2 April 2014, di halaman Kantor
Kelurahan Kumai Hilir) menyampaikan:

“Dari pagi tadi Saya menunggu petugas untuk mengurus Kartu

Keluarga, tapi baru sekitar jam 08.30 wib Saya dilayani. Semoga
Pak Lurah memperbaiki lagi kinerja bawahannya”.
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Dari beberapa hasil wawancara tersebut diketahui bahwa keluhan
masih terlihat dalam pengurusan administrasi kependudukan,
berdasarkan observasi peneliti diketahui bahwa beberapa pengguna
layanan di Kelurahan Kumai Hilir mengeluhkan lamanya proses
layanan, yang terlihat dari kurang tanggapnya petugas dalam
memberikan pelayanan, hal ini dapat berdampak kurang baik pada
kualitas pelayanan keseluruhan dari Kelurahan Kumai Hilir.

Berbagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh Kelurahan Kumai
Hilir tentunya mengharapkan adanya daya tanggap atas kualitas
pelayanan yang diberikan sesuai tingkat kepuasan konsumen.
Sangat wajar bahwa dalam pemberian pelayanan, warga berharap
petugas yang menyenangkan, cakap dalam pelayanan, serta
menciptakan respon yang positif sebagai respon timbal balik.

Dari hasil pengamatan penulis, salah satu keluhan masyarakat
adalah: masalah bolak-balik dalam pengurusan surat pengantar,
yang memang di dalamnya terdapat tanda tangan dari Ketua RT.
Ibu (M), warga Kelurahan Kumai Hilir (wawancara dilakukan pada
tanggal 11 April 2014, di halaman Kantor Kelurahan Kumai Hilir)
menyampaikan:

“Kalau bisa, pengurusan surat pengantar Kartu Keluarga selesai
saat itu juga (satu kali pengurusan), jadi tidak perlu kembali lagi,

berhubung kami perlu cepat”. Kepada petugas agar
memperhatikan hal itu, karena yang diproses kan hanya Surat
Pengantar”.
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dari Kelurahan Kumai Hilir, schingga sering terjadi keterlambatan
masuk kantor. Walaupun warga yang merasakan pelayanan
menyampaikan telah cukup puas, apabila hal seperti ini terus dibiarkan,
maka akan menjadi kebiasaan yang kurang baik sehingga pelanggaran
kedisiplinan waktu kerja semakin lama menjadi hal yang sulit untuk
diperbaiki. Agar menjadi perhatian kembali kepada seluruh pegawai
Kelurahan Kumai Hilir bahwa jam kerja yang telah ditentukan harus
ditaati bersama.

Secara umum, dalam pelaksanaan pelayanan administrasi
kependudukan di Kelurahan Kumai Hilir, masyarakat menilai petugas
telah memberikan pelayanan yang cukup memuaskan, dengan beberapa
hal yang memang masih harus dibenahi. Hal tersebut dikarenakan
petugas yang melayani di kantor Kelurahan telah cukup
menguasai prosedur pelayanan administrasi serta pengoperasian
peralatan komputer.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kelurahan yang tercantum
dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 36 Tahun 2009,
administasi kependudukan di Kelurahan Kumai Hilir meliputi
Pembuatan Pengantar KTP, Pengantar Akta Kelahiran, Pengantar Surat
Pindah, Pendatang, Surat Keterangan Domisili dan Surat Pengantar

Keterangan Kematian.
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1} Surat Pengantar Pembuatan KTP
Pengurusan Surat Pengantar Pembuatan KTP sampai akhir
Desember 2013 sebanyak 368 Jiwa dengan rincian 210 Jiwa
berjenis kelamin Laki-laki dan 158 Jiwa perempuan, seperti pada
Tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10 Rekapitulasi Pengantar Pembuatan KTP

L P
No. Bulan Lbr/Jiwa Lbr/Jiwa Jumlah Ket.
1. | Januari 15 12 27
2. | Februari 17 13 30
3. | Maret 11 12 23
4. | April 29 20 49
5. | Mei 16 14 30
6. | Juni 21 14 35
7. { Juli 17 10 27
8. | Agustus 20 19 39
9. | September 10 8 18
10. | Oktober 17 10 27
11. | November 20 14 34
12. | Desember 17 12 29
Total 210 158 368

Sumber: Laporan Tahunan Kelurahan Kumai Hilir Tahun 2013

2) Pengantar Akta Kelahiran
Pengurusan  Surat Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran
sampai akhir Desember 2013 sebanyak 384 Jiwa dengan rincian
196 Jiwa berjenis kelamin Laki-laki dan 188 Jiwa perempuan,

seperti pada Tabel 4.11 berikut:
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L P
No. Bulan Lbr/Jiwa Lbr/Jiwa Jumlah Ket.
1. | Januari 13 18 31
2. | Februari 17 16 33
3. | Maret 20 12 32
4. | April 20 11 31
5. | Mei 15 21 36
6. | Juni 20 18 38
7. | Juli 19 18 37
8. | Agustus 10 16 26
9. | September 17 11 28
10. } Oktober 15 15 30
11. | November 15 18 33
12. | Desember 15 14 29
Total 196 188 384

Sumber: Laporan Tahunan Kelurahan Kumai Hilir Tahun 2013

3) Surat Pengantar Pindah

Pengurusan Surat Pengantar Pindah dari Kelurahan Kumai

Hilir sampai akhir Desember 2013 sebanyak 189 Jiwa dengan

rincian

perempuan, seperti pada Tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12 Rekapitulasi Pengantar Pindah

110 Jiwa berjenis kelamin Laki-laki dan 79 Jiwa

L P
No. Bulan Lbr/Jiwa Lbr/Jiwa Jumlah Ket.
1. | Januari 12 9 21
2. | Februari 5 4 9
3. | Maret 14 5 19
4. | April 11 10 21
5. | Mei 8 4 12
6. | Juni 10 8 18
7. 1 Juli 8 6 14
8. | Agustus 5 1 6
9. | September 7 5 13
10. | Oktober 15 13 28
11. | November 9 7 16
12. | Desember 6 7 13
Total 110 79 189
Sumber: Laporan Tahunan Kelurahan Kumai Hilir Tahun 2013
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4) Pendatang
Penduduk pendatang dari luar daerah ke Kelurahan Kumai
Hilir sampai akhir Desember 2013 sebanyak 38 Jiwa dengan rincian
21 Jiwa berjenis kelamin Laki-laki dan 17 Jiwa perempuan,
seperti pada Tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13 Rekapitulasi Jumlah Pendatang

L P
No. Bulan Lbr/Jiwa Lbr/Jiwa Jumlah Ket.
1. | Januari - 2 2
2. | Februari - - -
3. | Maret - - -
4. | April 11 7 18
5. | Mei 2 1 3
6. | Juni 2 3 5
7. | Juli - 1 1
8. | Agustus 1 - 1
9. | September - 1 1
10. | Oktober - - -
11. | November 5 2 7
12. { Desember - - -
Total 21 17 38

Sumber: Laporan Tahunan Kelurahan Kumai Hilir Tahun 2013

5) Surat Pengantar Keterangan Kematian
Pengurusan  Surat Pengantar  Keterangan  Kematian
di Kelurahan Kumai Hilir sampai akhir Desember 2013 sebanyak
57 Jiwa dengan rincian 39 Jiwa berjenis kelamin Laki-laki

dan 18 Jiwa perempuan, seperti pada Tabel 4.14 berikut:
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L P
No. Bulan Lbr/Jiwa Lbr/Jiwa Jumliah Ket.
1. | Januari 2 2 4
2. | Februari 2 2 4
3. | Maret 1 1 2
4. | April 4 2 6
5. | Mei 2 3 5
6. | Juni 3 - 3
7. | Juli 4 2 6
8. | Agustus 2 2 4
9. | September 3 1 4
10. } Oktober 6 2 8
11. | November 9 1 10
12. { Desember 1 - 1
Total 39 18 57

Sumber: Laporan Tahunan Kelurahan Kumai Hilir Tahun 2013

6) Surat Keterangan Domisili

Pengurusan Surat Keterangan Domisili di Kelurahan Kumai

Hilir sampai akhir Desember pada tahun 2013 sebanyak 196 surat

yang terdiri dari Domisili Perorangan sebanyak 192 surat,

Domisili Perusahaan sebanyak 3 Surat dan Domisili Partai 1 Surat.
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2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Peningkatan Kualitas
Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Kumai Hilir
a. Faktor Pendukung
1) Faktor Kemampuan dan Keterampilan

Menurut Moenir (2002:88) dalam bukunya yang berjudul
“Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia”, kemampuan yang
dimaksud di sini adalah keadaan yang ditujukan pada sifat atau
keadaan seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan atas
ketentuan-ketentuan yang ada. Selanjutnya keterampilan adalah
kemampuan melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan
menggunakan anggota badan dan pengetahuan kerja yang tersedia.
Seperti yang diungkapkan oleh Lurah Kumai Hilir, Bapak (S.S.)
(wawancara dilakukan pada tanggal 2 April 2014,

di Kantor Kelurahan Kumai Hilir):
“Kami secara periodik terus berusaha untuk meningkatkan
kemampuan petugas layanan kami. Keikutsertaan petugas
dalam kegiatan diklat atau bimtek disesuaikan dengan
tupoksinya masing-masing dan tidak dilaksanakan
bersama-sama. Secara keseluruhan, hasil diklat memang
belum semuanya dapat diterapkan di lapangan.

Pemahaman akan pentingnya pelayanan publik baru sebagian
dipahami, tetapi belum benar-benar dilaksanakan”.

Sementara itu, Bapak (H.W.) yang merupakan warga
Kelurahan Kumai Hilir (wawancara dilakukan pada tanggal

15 April 2014, di Halaman Kantor Kelurahan Kumai Hilir)

menyampaikan:
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“Kemampuan dan keterampilan petugas di sini sudah bagus,
rata-rata bisa mengoperasikan komputer dan paham dengan
alur-alur pelayanan kepada warga, hanya saja jumlah
personelnya yang mungkin harus ditambah”.

Dengan adanya modal kemampuan dan keterampilan yang
dimiliki oleh petugas layanan di Kelurahan Kumai Hilir,
pelayanan dapat diselenggarakan dengan cukup baik.

Faktor Organisasi

Organisasi publik pada dasamya tidak berbeda dengan
organisasi pada umumnya, namun ada perbedaan sedikit dalam
penerapannya, karena sasaran pelayanan ditujukan secara khusus,
kepada manusia yang mempunyai dan kehendak multikompleks,
oleh karena itu organisasi yang dimaksud di sini tidak semata-mata
dalam perwujudan susunan organisasi, melainkan lebih banyak
pada pengaturan dan mekanisme kerja yang seharusnya mampu
menghasilkan pelayanan yang memadai.

Hubungan kerja yang didasari dengan wewenang
dan tanggung jawab, baik secara vertikal maupun horizontal
menunjukan pola tertentu sebagai mekanisme kerja. Pembagian
tugas, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab serta
perwujudan tugas akan terlihat. Kinerja struktur organisasi dalam
penyediaan layanan yang berkualitas akan dilihat dari pola
koordinasi pembagian kerja. Seperti yang disampaikan oleh Bapak

(S.S.), Lurah Kumai Hilir (wawancara dilakukan pada tanggal

2 April 2014, di Kantor Kelurahan Kumai Hilir):
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“Pelayanan yang dilakukan oleh kelurahan terbagi ke dalam
beberapa  seksi, yaitu Seksi Tata Pemerintahan,
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum,
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial serta Seksi
Pelayanan Umum. Untuk pelayanan  administrasi
kependudukan dilakukan di Seksi Tata Pemerintahan.
Dalam pelaksanaan tugasnya, tiap seksi memiliki tugas
pokok dan fungsinya masing-masing, dalam mendukung
pelayanan secara umum kepada masyarakat™.

Kelurahan merupakan salah satu ujung tombak pelayanan
kepada masyarakat, maka dari itu sebagai salah satu badan yang
berorientasi kepada pelayanan, Lurah selaku pimpinan memberikan
pengarahan kepada seluruh pegawai agar bekerja untuk
memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hal ini
selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak (R.S.), Kepala Seksi
Ketenteraman dan Ketertiban Umum (wawancara dilakukan pada
tanggal 15 April 2014, di Kantor Kelurahan Kumai Hilir):

“Pengarahan dalam hal pelayanan sering disampaikan Beliau

(Lurah), baik di forum rapat maupun sedang santai.

Intinya, kami terus diminta untuk memberikan pelayanan
yang terbaik kepada masyarakat”.

Kantor Kelurahan Kumai Hilir memiliki mekanisme kerja
organisasi yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari sifat
kepemimpinan dari pimpinan, struktur organisasi, serta mekanisme

kerja yang jelas antar seksi di dalamnya.

b. Faktor Penghambat

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan
di Kelurahan Kumai Hilir, harus didukung dengan SDM yang

memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Seperti yang
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disampaikan oleh Bapak (S.S.), Lurah Kumai Hilir

(wawancara dilakukan pada tanggal 2 April 2014, di Kantor

Kelurahan Kumai Hilir):
“Petugas kami dari segi kemampuan maupun keterampilan
dalam memberikan pelayanan sebenarnya sudah lumayan,
hanya saja jumlahnya yang terbatas. Ketika warga yang akan
mengurus administrasi kependudukan datang dalam jumlah
yang banyak, biasanya Kami agak kerepotan,
belum lagi desakan warga yang ingin cepat selesai,

sehingga hal ini dapat menghambat proses pelayanan
kepada masyarakat”.

Kelurahan Kumai Hilir masih kekurangan petugas untuk
membantu  proses  penyelesaian  pelayanan  administrasi
kependudukan, serta tingkat kedisiplinan pegawai yang masih
harus ditingkatkan. Apabila tidak cepat dibenahi, hal ini dapat
mengakibatkan penyelesaian berkas yang cukup memakan waktu.
Faktor Sarana dan Prasarana

Untuk  menunjang  kelancaran  pelaksanaan  tugas
dan fungsinya dalam memberikan pelayanan tentunya juga
dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Yang dimaksud sarana
dan prasarana menurut Moenir (2002:88) adalah segala jenis
peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi
sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan,
dan juga berfungsi sosial dalam rangka kepentingan orang-orang
yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja itu.
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi
kependudukan di Kelurahan Kumai Hilir terdapat kendala dalam

hal sarana dan prasarana.
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Seperti yang disampaikan oleh Lurah Kumai Hilir, Bapak
(S.S.)) (wawancara dilakukan pada tanggal 2 April 2014,
di Kantor Kelurahan Kumai Hilir):

“Fasilitas penunjang kegiatan pelayanan  yang sering

dikeluhkan oleh warga antara lain tempat parkir yang tidak

teduh, kursi ruang tunggu yang jumlahnya kurang memadai,
ketiadaan papan informasi dil. Kami telah mengusulkan

pengadaan fasilitas-fasilitas tersebut di tahun 2013,
namun belum terealisasi sampai dengan sekarang”.

Bukti fisik (sarana dan prasarana) dalam kualitas pelayanan
sangat penting dalam meningkatkan kepuasan konsumen
atas pelayanan yang diterima.

Tingkat Kesadaran

Tingkat kesadaran dari petugas untuk menjalankan tugas
dengan sebaik-baiknya, harus terus dipupuk demi kelancaran
proses pelayanan publik kepada masyarakat. Kesadaran yang
tumbuh dari dalam diri petugas layanan, merupakan sesuatu yang
mutlak sebagai bentuk tanggung jawab yang diembannya.
Kelurahan Kumai Hilir sebagai penyedia layanan Surat Pengantar
Administrasi Kependudukan juga berupaya meningkatkan
kesadaran masyarakat pengguna layanan melalui kegiatan
sosialisasi, baik secara formal maupun informal, namun dalam
kapasitas yang masih terbatas, akibat dari terbatasnya anggaran.
Seperti yang disampaikan oleh Bapak (S.I.H.), Kepala Seksi
Tata Pemerintahan Kelurahan Kumai Hilir (wawancara dilakukan
pada tanggal 15 April 2014, di Kantor Kelurahan Kumai Hilir)

menyampaikan:
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dalam melakukan proses penelitian mengenai kualitas pelayanan
administrasi kependudukan. Indikator-indikator tersebut juga membantu
peneliti dalam proses wawancara kepada informan baik itu terkait dengan
aparatur maupun dengan masyarakatnya, sehingga dengan menggunakan
indikator tersebut, proses penelitian menjadi lebih terarah dan jelas serta
dengan hasilnya kita dapat mengetahui apakah pelayanan administrasi
kependudukan di Kelurahan Kumai Hilir sudah berkualitas atau belum.

Parasuraman, Berry, dan Zeithaml mengemukakan konsep kualitas
layanan yang berkaitan dengan kepuasan ditentukan oleh lima unsur
yang biasa dikenal dengan istilah kualitas layanan “RATER”
(responsiveness, assurance, tangibles, empathy dan reliability). Konsep
kualitas layanan “RATER?” intinya adalah membentuk sikap dan perilaku
dari pengembang pelayanan untuk memberikan bentuk pelayanan yang
kuat dan mendasar, agar mendapat penilaian sesuai dengan kualitas
layanan yang diterima.

Inti dari konsep kualitas layanan adalah menunjukkan segala bentuk
aktualisasi kegiatan pelayanan yang memuaskan orang-orang yang
menerima pelayanan sesuai dengan daya tanggap (responsiveness),
menumbuhkan adanya jaminan (assurance), menunjukkan bukti fisik
(tangibles)y yang dapat dilihatnya, menurut empati (empathy)
dari orang-orang yang memberikan pelayanan sesuai dengan
kehandalannya (reliability) menjalankan tugas pelayanan yang diberikan

secara konsekuen untuk memuaskan yang menerima pelayanan.
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Berdasarkan inti dari konsep kualitas layanan “RATER” kebanyakan
organisasi kerja yang menjadikan konsep ini sebagai acuan
dalam menerapkan aktualisasi layanan dalam organisasi kerjanya,
dalam memecahkan berbagai bentuk kesenjangan (gap) atas berbagai
pelayanan yang diberikan oleh pegawai dalam memenuhi tuntutan
pelayanan masyarakat. Berdasarkan data hasil penelitian di atas, maka
aktualisasi konsep “RATER” di Kelurahan Kumai Hilir antara lain:

a. Responsiveness dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan
di Kelurahan Kumai Hilir

Indikator pertama dalam melihat kualitas pelayanan administrasi
kependudukan di Kelurahan Kumai Hilir adalah responsiveness
atau daya tanggap, responsiveness merupakan keinginan para staf
untuk membantu para masyarakat dan memberikan pelayanan yang
cepat dan tanggap terhadap keinginan konsumen.

Dalam hal ini diperlukan adanya kesigapan dari aparatur dalam
menangani keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu dalam indikator
responsiveness, peneliti menggunakan indikator ketanggapan petugas
layanan dalam memproses produk layanan dan menindaklanjuti
keluhan masyarakat. Berbagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh
Kelurahan Kumai Hilir tentunya mengharapkan adanya daya tanggap
atas kualitas pelayanan yang diberikan sesuai tingkat kepuasan
konsumen. Sangat wajar bahwa dalam pemberian pelayanan,
warga berharap petugas yang menyenangkan, cakap dalam pelayanan,

serta menciptakan respon yang positif sebagai respon timbal balik.
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Dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa,
masyarakat Kelurahan Kumai Hilir masih mengeluhkan lambannya
proses penyelesaian Surat Pengantar Administrasi Kependudukan
dan mengharapkan ke depannya hal tersebut dapat diperbaiki lagi,
hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Moenir
(2006:41-44) pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat adalah
adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan
yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadangkala dibuat-buat.

Pada dasarnya proses pelayanan harus cepat dan lebih cepat
lebih baik, kalau tidak cepat akibatnya data berganda seperti surat
tertumpuk, kemungkinan hilang atau terselip, penangan masalah
menjadi terlambat. Karena itu melayani berarti aparat berperilaku
secara cepat dalam memberikan layanan, dan masyarakat
tidak berlama-lama menunggu untuk memperoleh layanan.
Namun demikian aparat harus menyesuaikannya dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, untuk aspek daya tanggap pelayanan, masyarakat
juga masih mengeluhkan masalah bolak-balik dalam pengurusan surat
pengantar, yang memang di dalamnya terdapat tanda tangan dari
Ketua RT. Masyarakat berharap pengurusan administrasi
kependudukan dapat dilakukan dalam satu kali berangkat,
terutama masyarakat yang berada di Kumai Seberang,
karena terkendala waktu dan biaya, sementara pihak petugas

mengatakan bahwa hal tersebut sudah merupakan prosedur yang
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harus dilaksanakan, sehingga prosedur lama tetap dilakukan.
Ketika peneliti bertanya kepada Lurah Kumai Hilir, apakah blanko
Surat Pengantar dapat dititipkan ke masing-masing Ketua R.T untuk
lebih mendekatkan rantai pengurusan surat kepada masyarakat,
Lurah Kumai Hilir mengatakan kalau hal tersebut belum pernah
dilakukan di Kelurahan Kumai Hilir. Menurut (Parasuraman,
2001:52), tuntutan pelayanan yang menyikapi berbagai keluhan dari
bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan menjadi suatu respek positif
dari daya tanggap pemberi pelayanan dan yang menerima pelayanan.

Terkait dengan biaya pelayanan, berdasarkan hasil wawancara
dengan Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Kumai Hilir,
diketahui  bahwa, sejak awal tahun 2014  pelayanan
administrasi kependudukan telah digratiskan, sesuai dengan amanah
UU. No. 24 Tahun 2013, dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran
Mendagri No. 470/327/SJ tentang Perubahan Kebijakan dalam
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan serta Surat Edaran
Mendagri No. 900/326/SJ tanggal 17 Januari 2014 tentang
Larangan Pungutan Uang dalam Memberikan Pelayanan
Administrasi Kependudukan.
Assurance dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan
di Kelurahan Kumai Hilir

Indikator kedua dalam melihat kualitas pelayanan administrasi
kependudukan di Kelurahan Kumai Hilir adalah assurance

atau jaminan, assurance merupakan kemampuan, keramahan,
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dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya,
risiko, atau keraguan. Adanya kelalaian petugas layanan dalam
menginput data-data pemohon, sehingga menyebabkan kesalahan
pada Surat-Surat Pengantar, seperti nama, tanggal lahir, ataupun data
lainnya dapat menyebabkan  kerugian bagi  pelanggan,
walaupun intensitasnya kecil.

Dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa,
warga Kelurahan Kumai Hilir berharap Surat Pengantar yang
diterbitkan oleh Kelurahan agar diteliti kembali redaksionalnya agar
dalam pengurusan selanjutnya persyaratan telah lengkap,
sehingga tidak bolak-balik lagi ke kelurahan. Ketepatan sebagai
dimensi kualitas pelayanan publik berkaitan dengan kewajiban
dan pemenuhan janji, tujuan yang ingin dicapai, sasaran atau
obyek yang menjadi fokus perhatian, keinginan atau kepentingan
yang ingin diperoleh, prosedur yang dilalui, maupun waktu yang
dibutuhkan dalam pelayanan. Pemenuhan janji akan menjaga
kepercayaan publik terhadap kerja aparatur yang memberikan
pelayanan termasuk lembaganya. Menurut Surjadi (2009:46),
“Ketepatan dalam berbagai aspek yaitu: aspek waktu, biaya prosedur,
sasaran, kualitas maupun kuantitas serta kompetensi petugas”.
Ketepatan dalam pelayanan berarti pelayanan publik yang diberikan
oleh aparat kepada masyarakat harus persis, tidak kurang dan tidak
lebih, sesuai dengan janji. Hal ini dapat dilihat melalui produk

dan proses layanan. Dari sisi produk, maka layanan yang tersedia

Tugas Akhir Program Mahasiswa (TAPM) 158

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41782.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA

mesti sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika masyarakat
membutuhkan KTP, maka aparat pemerintahan wajib menerbitkan
KTP tersebut. Dilihat dari sisi proses maka layanan harus memenuhi
standar pelayanan yang ada. Aspek ini terkait erat dengan jadwal,
tempat, prosedur, persyaratan, dan pembiayaan sesuatu layanan.

Sikap keterbukaan dari petugas layanan terhadap berbagai hal
yang berkaitan dengan pelayanan mutlak diperlukan. Misalnya
menyangkut prosedur, sebaiknya dipasang di dinding dalam ruang
pelayanan, sehingga dengan mudah masyarakat mengetahui alur
pengurusan. Di samping itu juga harus ditunjang dengan kemampuan
petugas layanan dalam memberikan penjelasan terhadap berbagai
pertanyaan pelanggan dengan sikap ramah dan terbuka. Hanya saja
masih perlu ditingkatkan lagi dalam hal kecermatan memberikan
pelayanan, terutama dalam hal pengimputan data-data pemohon.
Tangibles  dalam  Pelayanan =~ Administrasi  Kependudukan
di Kelurahan Kumai Hilir

Indikator ketiga dalam melihat kualitas pelayanan administrasi
kependudukan di Kelurahan Kumai Hilir adalah rangibles atau bukti
langsung, tangibles merupakan kualitas pelayanan berupa fasilitas
fisik perkantoran, perlengkapan, kebersihan, dan sarana komunikasi,
ruang tunggu, tempat informasi dll. Penampilan dan kemampuan
sarana dan prasarana fisik serta keadaan lingkungan sekitarnya adalah

bukti nyata dari pelayanan yang diberikan penyedia.
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Pengertian bukti fisik dalam kualitas layanan adalah bentuk
aktualisasi nyata secara fisik dapat terlihat atau digunakan oleh
pegawai sesuai dengan penggunaan dan pemanfaatannya yang dapat
dirasakan membantu pelayanan yang diterima oleh orang yang
menginginkan pelayanan, sehingga puas atas pelayanan yang
dirasakan, yang sekaligus menunjukkan prestasi kerja atas pemberian
pelayanan yang diberikan (Parasuraman, 2001:32).

Dengan demikian tangibles dilihat dari perspektif pemerintahan
adalah pengabdian dari pemerintah kepada masyarakat yang terwujud
dalam suatu pelayanan yang diberikan, di mana rangibles meliputi
fasilitas fisik, peralatan, personel, dan media komunikasi seperti
kondisi gedung, komputer, printer, dan lain sebagainya yang
berhubungan dengan sarana dan prasarana.

Bentuk-bentuk pemberian kualitas pelayanan sebagai bukti fisik
yang diberikan oleh Kelurahan Kumai Hilir secara operasional
tercermin dari ketersediaan alat-alat, perlengkapan-perlengkapan yang
digunakan oleh petugas layanan dalam pelayanan administrasi
kependudukan. Terlihat bukti fisik yang ditunjukkan sesuai
penerapannya dalam memberikan pelayanan kepada konsumen
dan berhubungan dengan kepuasan konsumen atas pelayanan yang
diterima. Artinya bukti fisik dalam kualitas pelayanan, sangat penting
dalam  meningkatkan kepuasan konsumen atas pelayanan

yang diterima.
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Dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa di Kantor
Kelurahan Kumai Hilir terdapat sebuah gedung utama sekaligus
tempat pelayanan dan aula yang masih dalam tahap perbaikan serta
beberapa peralatan pelayanan seperti meja, kursi, komputer, printer
dll. Ruang tunggu yang besar tidak dilengkapi dengan jumlah kursi
tunggu yang memadai, akibatnya masyarakat yang memerlukan
pelayanan sebagian besar menunggu sambil berdiri dan tidak adanya
papann informasi alur pengurusan administrasi kependudukan.
Seperti pendapat Moenir (2002:88) dalam bukunya yang berjudul
“Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia”, salah satu faktor yang
dapat mempengaruhi pelayanan adalah faktor sarana dan prasarana.
Sarana pelayanan yang dimaksud di sini adalah segala jenis
pelayanan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi
sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan,
dan juga berfungsi sosial dalam rangka kepentingan orang-orang yang
sedang berhubungan dengan organisasi kerja itu.

Emphaty  dalam  Pelayanan = Administrasi ~ Kependudukan
di Kelurahan Kumai Hilir

Indikator keempat dalam melihat kualitas pelayanan
administrasi kependudukan di Kelurahan Kumai Hilir adalah emphaty
atau empati, emphaty merupakan sikap tegas tetapi penuh perhatian
terhadap konsumen, sehingga memudahkan dalam melakukan
hubungan komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan

para pelanggan.
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Fokus perhatian dari empati adalah adanya kepedulian dan
perhatian yang tulus dalam memberikan pelayanan dari aparatur
kepada masyarakat. Sehingga terjalin hubungan yang kondusif antara
aparatur dengan masyarakat dalam hal ini adalah petugas layanan
dengan warga masyarakat. Dengan demikian dalam menilai indikator
emphaty, peneliti menggunakan sub indikator adanya perhatian
kepada masyarakat dan adanya penjelasan yang tepat terhadap
keluhan masyarakat.

Perhatian terhadap masyarakat merupakan tugas pokok para
aparatur dalam kesehariannya dengan memberikan perhatian yang
baik kepada pemakai jasa layanan tidak hanya sekadar melaksanakan
tugas dan kewajiban saja. Memberi kejelasan yang tepat merupakan
salah satu dari upaya untuk memuaskan masyarakat sebagai pengguna
layanan. Untuk itu maka masyarakat akan mengerti dengan
kesulitan-kesulitan yang dihadapi aparat dalam menjalankan tugasnya
sehingga masyarakat tidak banyak mengeluh dan dapat memaklumi
apabila terjadi keterlambatan atau kesulitan yang dihadapi oleh aparat.

Hasil pengamatan diketahui bahwa warga Kelurahan Kumai
Hilir berharap petugas layanan kelurahan bersikap ramah saat
melayani masyarakat (pengguna layanan), hal ini selaras dengan Teori
pelayanan yang dijelaskan Parasuraman tentang dimensi empathy atau
empati di mana petugas memberikan perhatian pribadi dan memahami
kebutuhan pelanggan, harus diupayakan terus-menerus, yang apabila

tidak direspon dengan baik oleh petugas, maka hal tersebut dapat

Tugas Akhir Program Mahasiswa (TAPM) 162

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41782.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA

membentuk citra negatif pelayanan publik di mata masyarakat.
Petugas layanan hendaknya mengetahui bahwa pelayanan yang
berkualitas merupakan pelayanan yang tidak membeda-bedakan status
sosial masyarakat maupun hubungan kekerabatan dengan petugas
layanan itu sendiri.

Reliability = dalam  Pelayanan =~ Administrasi ~ Kependudukan
di Kelurahan Kumai Hilir

Indikator kelima dalam melihat kualitas pelayanan administrasi
kependudukan di Kelurahan Kumai Hilir adalah reliability
atau kehandalan, reliability merupakan kemampuan dan keandalan
untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya (pelayanan yang
dijanjikan dengan segera dan memuaskan).

Paradigma pelayanan telah mengalami perubahan paradigma
yang mengarah kepada pengutamaan pelanggan. Bentuk-bentuk
pelayanan yang berkaitan dengan kualitas kehandalan berupa proses
pelayanan yang cepat, sikap pelayanan yang utama dan menanamkan
kepercayaan pada setiap konsumen. Kehandalan yang ditunjukkan
sesuai dalam memberikan pelayanan kepada  konsumen
dan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen atas pelayanan yang
diterima.  Artinya, kehandalan dalam kualitas pelayanan,
perlu dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga memberikan kepuasan
bagi konsumen. Fokus dari setiap pelayanan harus bertumpu kepada
kehandalan yang dimiliki dalam bersaing menurut standar-standar

kelayakan pelayanan jasa. Aspek kehandalan yang harus diperhatikan
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adalah proses pelayanan yang cepat, sikap pelayanan yang utama
dan menanamkan kepercayaan.

Dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa dalam
pelaksanaan pelayanan administrasi kependuduk di Kelurahan Kumai
Hilir, masyarakat menilai petugas telah memberikan pelayanan yang
cukup memuaskan. Hal tersebut dikarenakan petugas yang melayani
di kantor Kelurahan telah cukup menguasai prosedur pelayanan
administrasi serta pengoperasian peralatan komputer, hal ini selaras
dengan pendapat (Parasuraman, 2001:101), Inti pelayanan kehandalan
adalah setiap pegawai memiliki kemampuan yang handal, mengetahui
mengenai seluk belum prosedur kerja, mekanisme kerja, memperbaiki
berbagai kekurangan atau penyimpangan yang tidak sesuai
dengan prosedur kerja dan mampu menunjukkan, mengarahkan
dan memberikan arahan yang benar kepada setiap bentuk pelayanan
yang belum dimengerti oleh masyarakat, sehingga memberi dampak
positif atas pelayanan tersebut yaitu pegawai memahami, menguasai,
handal, mandiri dan profesional atas uraian kerja yang ditekuninya.
Hanya saja tingkat kedisiplinan pegawai perlu ditingkatkan,
salah satunya terkait dengan tingkat kedisiplinan pegawai dalam

mentaati aturan jam kerja yang telah ditetapkan.
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2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Peningkatan Kualitas
Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Kumai Hilir
a. Faktor Pendukung

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan
(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai
kepentingan pada organisasi itu sendiri dengan aturan pokok dan tata
cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik atau pelayanan umum
dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam
bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya
menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah

di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan
kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan (Ratminto, 2005:2). Menurut Batinggi
(1998:12), pelayanan publik dapat diartikan sebagai perbuatan atau
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurus hal-hal
yang diperlukan masyarakat atau khalayak umum. Dengan demikian,
kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik
yang menjadi hak setiap warga negara. Sedangkan menurut
Agung Kurniawan dalam Harbani (2007:128), pelayanan publik
adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau
masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
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Pelayanan publik merupakan pemberian layanan keperluan
orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi
itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan kegiatan
dan  kebutuhan masyarakat oleh  penyelenggara  negara.
Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan
agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya
negara dalam hal ini bukan pemerintah (birokrat) haruslah dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah
kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang
sebenamya diharapkan oleh masyarakat.

Hasil wawancara di Kelurahan Kumai Hilir diketahui bahwa,
faktor kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh petugas
layanan di pelayanan administrasi kependudukan menjadi salah satu
faktor pendukung dalam pelaksanaan pelayanan publik. Seperti yang
disampaikan Lurah Kumai Hilir bahwa peningkatan kemampuan dan
keterampilan petugas layanan dilakukan melalui keikutsertaan dalam
kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun bimbingan teknis
(bimtek) terkait, sehingga kemampuan petugas dalam memberikan
pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dapat dimaksimalkan.
Hal ini senada dengan pendapat yang disampaikan Moenir (2002:88)
dalam  bukunya yang berjudul “Manajemen Pelayanan
Umum di Indonesia”, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi

pelayanan  adalah  faktor kemampuan dan keterampilan,
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kemampuan yang dimaksud di sini adalah keadaan yang ditujukan
pada sifat atau keadaan seseorang dalam melaksanakan tugas atau
pekerjaan atas  ketentuan-ketentuan yang ada. Selanjutnya
keterampilan adalah kemampuan melaksanakan tugas atau pekerjaan
dengan menggunakan anggota badan dan pengetahuan kerja yang
tersedia. Dengan pengertian ini dapat dijelaskan bahwa keterampilan
lebih banyak menggunakan unsur anggota badan dari pada unsur lain.
Menurut konsep internal marketing Kotler dalam Lupiyoadi (2001),
salah satu strategi dalam meningkatkan sumber daya manusia
yaitu Training, program yang ditujukan bagi sumber daya manusia
perusahaan berupa pemberian informasi pengetahuan dasar mengenai
strategi kerja, sikap, kemampuan, baik berkomunikasi maupun
pemasaran jasa serta memahami konsumen. Kepala Seksi Tata
Pemerintahan Kelurahan Kumai Hilir menyampaikan bahwa
peningkatan SDM menuju pelayanan yang berkualitas dilakukan
terus-menerus. Hal ini selaras dengan yang disampaikan Sanapiah
(1990), untuk membentuk sosok SDM aparatur yang berkualitas
diperlukan waktu dan proses yang lama serta upaya yang
berkesinambungan. Manajemen kepegawaian perlu dibenahi, diawali
dengan melakukan pola rekrutmen yang benar sesuai dengan
peraturan dan berdasarkan kompetensi. Demikian pula dalam
pengembangan pegawai, Penilaian Prestasi Kerja (PPK),
pola karier, penggajian, promosi, pemberhentian dan sebagainya.

Berbagai upaya perubahan itu perlu dilakukan dengan komitmen
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dan konsistensi yang tinggi. Selain itu diperlukan faktor pendukung
untuk dapat membentuk aparatur yang memiliki kompetensi tinggi.
Faktor lainnya adalah faktor organisasi, sebagai wadah yang
menaungi pelaksanaan pelayanan untuk menghasilkan pelayanan
yang memadai. Kantor Kelurahan Kumai Hilir memiliki mekanisme
kerja organisasi yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari sifat
kepemimpinan dari pimpinan, struktur organisasi, serta mekanisme
kerja yang jelas antar seksi. Seperti pendapat Moenir (2002:88)
dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Pelayanan Umum
di Indonesia”, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan
adalah faktor organisasi. Organisasi publik pada dasarnya
tidak berbeda dengan organisasi pada umumnya, namun ada
perbedaan sedikit dalam penerapannya, karena sasaran pelayanan
ditujukan secara khusus, kepada manusia yang mempunyai
dan kehendak multikompleks, oleh karena itu organisasi yang
dimaksud di sini tidak semata-mata dalam perwujudan susunan
organisasi, melainkan lebih banyak pada pengaturan dan mekanisme
kerjanya yang harus mampu menghasilkan pelayanan yang memadai.
Di sisi lain, menurut (Syamsi Ibnu, 1983:9), “Organisasi dipahami
merupakan segenap proses kegiatan menetapkan dan membagi
pekerjaan yang akan dilakukan, pembatasan wewenang,
tugas dan tanggung jawab serta penetapan hubungan antar unit

atau pejabatnya dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.
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Apabila diimplementasikan pada organisasi Pemerintah Daerah,
maka dapat dilakukan analog bahwa dalam lingkungan organisasi
Pemerintah Daerah otonomi Kabupaten, terdapat beberapa aspek yang
sangat menentukan dalam peningkatan mutu pelayanan publik,
sebagai berikut:

1) Adanya perangkat-perangkat organisasi dari suatu
Pemerintah Daerah dan unit-unit organisasinya dengan segala
kelengkapan kantor dan peralatan yang dibutuhkan, pada posisi
dan keadaan yang mudah terjangkau, sesuai dengan
kebutuhan masyarakat

2) Adanya sistem dan proses pemberian pelayanan yang dibangun
menyertai dan inheren dalam struktur dan tata laksana organisasi
Pemerintah Daerah

3) Adanya sumber daya manusia pegawai yang terlatih dengan
ketrampilan dan perilaku yang kondusif untuk memberikan
pelayanan publik yang bermutu.

Kaitan antara ketiga aspek yang dibutuhkan sebagai penentu
mutu pelayanan publik tadi pada dasarnya merupakan aspek-aspek
utama yang terkandung dalam organisasi Pemerintah Daerah.
Aspek yang ke (1) dan (2) merupakan bagian dari penataan
organisasi. Itulah sebabnya maka penataan organisasi Pemerintah
Daerah dengan penataan sistem dan prosedur pelayanan,

serta pembinaan perilaku pegawai merupakan kebijakan yang harus
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dilakukan dalam peningkatan mutu pelayanan publik pada daerah
otonomi Kabupaten.

Formalisasi menurut  Dessler  (1986:193)  berbentuk
(1) Formalization by job, (2) Formalization by work flow,
(3) Formalization by rules, dan (4) Formalization by structure,
Prayudi (1996:108) mengemukakan pula bahwa formalisasi dilakukan
dengan regulasi, dan prosedur, dan standarisasi. Formalisasi juga
menyangkut penyusunan uraian tugas pokok dan tugas jabatan dalam
organisasi, dan pada akhirnya dapat dikemukakan pula bahwa bentuk
formalisasi dalam struktur organisasi akan membentuk proses
pemberian perilaku organisasi.

Berbagai gejala perilaku yang negatif dalam pemberian
pelayanan publik, harus ditangani melalui pembinaan perilaku
organisasi, agar perilaku organisasi yang terbentuk adalah
perilaku yang positif, dalam arti perilaku yang mendukung
terwujudnya pelayanan publik yang bermutu. Keberhasilan proses
pembinaan  perilaku organisasi akan memperkuat budaya
organisasi yang pada akhirmmya akan meningkatkan mutu
pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Bentuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah lebih banyak
bersentuhan dengan perilaku pegawai yang merupakan faktor penentu
perilaku organisasi. Oleh sebab itu, terwujudnya perilaku organisasi
yang positif akan menentukan baik atau buruknya mutu pelayanan

publik pada organisasi Pemerintah Daerah.
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Secara konkret, pembinaan perilaku organisasi pemerintah

daerah dilakukan dengan beberapa kegiatan nyata sebagai berikut:

1))

2)

3)

4

3)

6)

Memperjelas uraian tugas dalam struktur organisasi, sehingga
semua pemangku jabatan tugas mengerti dan mengetahui tugas
pokoknya, tugas pokok orang lain, arah koordinasi dan integrasi
dalam struktur dengan jelas

Mengembangkan  norma-norma  organisasi yang  hidup
dan dipedomani dalam organisasi ditaati dan eksis dalam
instruksi internal organisasi

Membudayakan nilai-nilai dan norma organisasi tersebut,
dengan menebarkan prinsip reward and punishment
yang seimbang

Menciptakan iklim kerja yang memberikan harapan positif
dan kondusif serta berfungsi sebagai aspek motivasi yang
kuat bagi organisasi

Membangun pola sistem payment yang berbasis kinerja secara
adil dan proporsional sehingga tercipta rasa keadilan yang
berdasarkan bobot tugas birokrasi

Membangun pola karier yang transparan, fair dan adil
yang akan memberi harapan bagi seluruh aparat birokrasi
Pemerintah Daerah untuk meningkatkan proporsionalisme

dalam pengembangan kariernya.
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Dari hasil wawancara penelitian di lapangan diketahui bahwa
Pelayanan yang dilakukan oleh kelurahan terbagi ke dalam beberapa
seksi, yaitu Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Ketenteraman
dan Ketertiban Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial
serta Seksi Pelayanan Umum. Untuk pelayanan administrasi
kependudukan  dilakukan di  Seksi Tata  Pemerintahan.
Dalam pelaksanaan tugasnya, tiap seksi memiliki tugas pokok
dan fungsinya masing-masing, dalam mendukung pelayanan secara
umum kepada masyarakat. Pola koordinasi dalam pembagian kerja
sudah jelas di mana masing-masing seksi sudah memiliki tugas pokok

dan fungsinya (tupoksi) masing-masing.

Faktor Penghambat

Dwiyanto (2010:2) pelayanan publik sebenarnya memiliki
kisaran yang sangat luas, yaitu mencakup pelayanan untuk memenuhi
kebutuhan barang publik, kebutuhan dan hak dasar, kewajiban
pemerintah, dan komitmen nasional. Setiap implementasi kebijakan
tentunya mengandung risiko kegagalan, Hogwood dan Gunn dalam
Abdul Wahab (2008:61-62) telah membagi pengertian kegagalan
kebijakan  (policy  failure) dalam dua kategori, yakni:
non-implementation (tidak bisa terimplementasikan), artinya bahwa
suatu kebijaksanaan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana,
mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaanya
tidak mau bekerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien,

bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai
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permasalahan. Unsuccessful implementation (implementasi tidak
berhasil), artinya manakala suatu kebijaksanaan tertentu telah
dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi
eksternal yang ternyata tidak menguntungkan, maka kebijaksanaan
tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil
akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijaksanaan yang memiliki
risiko untuk gagal tersebut disebabkan faktor-faktor berikut:
pelaksanaannya yang buruk (bad execution) dan kebijakan itu
bernasib jelek (bad luck). Menurut Parasuraman, Zeithaml dan Berry
dalam Tjiptono (2007:145) menyatakan ada lima kesenjangan (gap)
dalam proses pelayanan, yaitu:
1. Gap antara harapan konsumen dan pendapat manajemen
2. Gap antara pendapat manajemen tentang harapan konsumen
dan spesifikasi kualitas jasa
3. Gap antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa
4. Gap antara penyampaian jasa aktual dan komunikasi eksternal
kepada konsumen pengguna jasa
5. Gap antara jasa yang diharapkan dan jasa aktual yang diterima.
Gap-gap ini timbul akibat adanya perbedaan antara kinerja
pelayanan yang diterima pada konsumen pengguna jasa dan kinerja
pelayanan yang diharapkan atau kepentingan konsumen pengguna
jasa, perbedaan tersebut muncul disebabkan adanya beberapa
faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pelayanan

publik, yang antara lain keterbatasan sumber daya manusia.

Tugas Akhir Program Mahasiswa (TAPM) 173

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41782.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA

Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan diketahui
adanya kekurangan petugas untuk membantu proses penyelesaian
pelayanan administrasi, serta tingkat kedisiplinan pegawai yang masih
harus ditingkatkan. Apabila tidak cepat dibenahi, hal ini dapat
mengakibatkan penyelesaian berkas yang cukup memakan waktu.

Seperti pendapat Sinambela (2010:7) terkait dengan beberapa
hal yang membuat kualitas pelayanan publik yang disediakan masih
kurang memuaskan, hal tersebut menurut antara lain:

1. Ketiadaan komitmen dari manajemen

2. Ketiadaan pengetahuan dan kekurangpahaman tentang manajemen
kualitas bagi aparatur yang bertugas melayani

3. Ketidakmampuan aparatur mengubah kultur yang mempengaruhi
kualitas manajemen pelayanan pelanggan

4. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan belum dioptimalkan

5. Ketidakmampuan membangun learning organization, learning by
the individuals dalam organisasi

6. Ketidaksesuaian antara struktur organisasi dengan kebutuhan

7. Ketidakcukupan sumberdaya dan dana.

Faktor penghambat berikutnya adalah faktor terbatasnya sarana
dan prasarana. Dari hasil wawancara di lapangan didapatkan hasil
bahwa Kelurahan Kumai Hilir terkendala dengan keterbatasan sarana
dan prasarana dalam rangka melakukan pelayanan publik yang
berkualitas. Seperti pendapat Moenir (2002:88) dalam bukunya yang

berjudul  “Manajemen  Pelayanan Umum di  Indonesia”,
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salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan adalah faktor

sarana dan prasarana. Sarana pelayanan yang dimaksud di sini adalah

segala jenis pelayanan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang

berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan

pekerjaan, dan juga berfungsi sosial dalam rangka kepentingan

orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja itu.

Adapun fungsi dari sarana dan prasarana pada pelayanan pulik

antara lain:

1. Mempercepat  pelaksanaan  pekerjaan,  sehingga  dapat
menghemat waktu

2. Meningkatkan produktivitas, baik barang maupun jasa

3. Kualitas produk yang lebih baik

4. Kecepatan susunan dan stabilitas terjamin

5. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang
yang berkepentingan

6. Menimbulkan perasaan puas orang-orang yang berkepentingan
sehingga dapat mengurangi sifat emosional mereka.

Faktor penghambat lainnya adalah faktor tingkat kesadaran,
dari hasil wawancara di lapangan diketahui bahwa, baik petugas
maupun warga Kelurahan Kumai Hilir masih memiliki kesadaran
yang perlu ditingkatkan dalam melakukan pengurusan administrasi
kependudukan. Warga akan melakukan pengurusan administrasi
kependudukan apabila berkas tersebut diperlukan dalam

pengurusan lainnya.
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Faktor tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam
pengurusan administrasi kependudukan juga bermuara dari tingkat
kesadaran petugas dalam melakukan sosialisasi yang juga masih
kurang, hal ini harus dibenahi. Faktor tingkat kesadaran merupakan
salah satu faktor yang dapat menghambat pelayanan publik
di Kelurahan Kumai Hilir. Hal ini senada dengan yang disampaikan
Moenir (2002:88) dalam bukunya yang berjudul
“Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia”, bahwa salah satu faktor
yang dapat mempengaruhi pelayanan adalah faktor kesadaran.
Adanya kesadaran dapat membawa seseorang kepada keikhlasan
dan kesungguhan dalam menjalankan atau melaksanakan suatu
kehendak. Kehendak dalam lingkungan organisasi kerja tertuang
dalam bentuk tugas, baik tertulis maupun tidak tertulis,

mengikat semua orang dalam organisasi kerja.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Kumai Hilir

yang belum berjalan optimal disebabkan oleh beberapa indikator

kualitas pelayanan yang belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat

dari 5 (lima) dimensi kualitas pelayanan, antara lain:

a.

Responsiveness (daya tanggap), dari segi kecepatan, pelayanan yang
diberikan masih lambat serta kurang tanggapnya petugas terhadap

keluhan warga pengguna layanan.

. Assurance (jaminan), dari segi ketepatan pelayanan sudah cukup baik

serta sikap ramah yang telah ditunjukkan oleh petugas dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat.

. Tangibles (bukti langsung), dari segi ketersediaan sarana dan prasarana

antara lain: ruang tunggu yang kurang dilengkapi dengan fasilitas meja
dan kursi yang memadai, ketiadaan papan informasi, sedangkan dari

segi kebersihan telah cukup baik.

. Empathy (empati), sikap  petugas saat melayani sudah baik,

sehingga memudahkan dalam proses pelayanan.

. Reliability (kehandalan), kemampuan petugas dalam memberikan

pelayanan yang baik kepada masyarakat telah cukup baik, hanya saja

dari segi disiplin harus terus dibenahi.
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2. Adapun yang menjadi faktor pendukung dan penghambat peningkatan
kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kel. Kumai Hilir adalah:
a. Faktor Pendukung

1) Faktor Kemampuan dan Keterampilan
Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa
kemampuan petugas layanan telah cukup baik, hal ini juga ditunjang
melalui keikutsertaan petugas dalam kegiatan diklat atau bimtek
yang disesuaikan dengan tupoksinya masing-masing.
2) Faktor Organisasi
Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa dalam
pelaksanaan tugasnya, tiap seksi telah memiliki tugas pokok
dan fungsinya masing-masing, dalam mendukung pelayanan secara
umum kepada masyarakat. Ditambah lagi, Lurah selaku pimpinan
secara rutin memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai
agar memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
b. Faktor Penghambat
1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia
Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa Kelurahan
Kumai Hilir masih kekurangan jumiah petugas untuk membantu
proses penyelesaian pelayanan administrasi kependudukan, petugas
terlihat masih kewalahan apabila pengguna layanan datang secara
bersamaan untuk melakukan pengurusan. Apabila tidak cepat
dibenahi, hal ini dapat mengakibatkan lambatnya penyelesaian

berkas administrasi kependudukan.
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2) Faktor Sarana dan Prasarana

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa fasilitas
penunjang kegiatan pelayanan yang sering dikeluhkan oleh warga
antara lain tempat parkir yang tidak teduh, kursi ruang tunggu yang
jumlahnya terbatas, serta ketiadaan papan informasi. Bukti fisik
dalam kualitas pelayanan sangat penting dalam meningkatkan
kepuasan konsumen atas pelayanan yang diterima.

3) Tingkat Kesadaran

Tingkat kesadaran akan arti pentingnya pelayanan publik dari
petugas dan masyarakat harus terus dipupuk demi kelancaran proses
tersebut. Kelurahan Kumai Hilir sebagai penyedia layanan Surat
Pengantar Administrasi Kependudukan juga berupaya meningkatkan
kesadaran masyarakat pengguna layanan melalui kegiatan sosialisasi,
baik secara formal maupun informal, namun dalam kapasitas yang
masih terbatas, akibat dari terbatasnya anggaran. Hasil wawancara
dan observasi menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih
rendah tentang pentingnya kepemilikan surat-surat administrasi
kependudukan seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran,
hal ini disebabkan kesadaran yang belum terpupuk akan
pentingnya administrasi kependudukan. Kesadaran bersama antara
petugas dan masyarakat akan pentingnya tertib administrasi
kependudukan harus terus ditingkatkan agar proses pelayanan

publik berjalan lancar.
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B. Saran

Mengacu pada kesimpulan hasil penelitian di atas, berikut disampaikan

beberapa saran atau rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan
untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
di Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat,
antara lain:

1. Faktor-faktor penghambat dalam pelayanan administrasi kependudukan,

yaitu faktor keterbatasan sumber daya manusia diatasi melalui pengusulan
penambahan jumlah personel kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin
Barat, faktor keterbatasan sarana dan prasarana dengan cara terus
mengusulkan kepada pemerintah daerah agar fasilitas-fasilitas pelayanan
di Kelurahan Kumai Hilir dapat lebih ditingkatkan, serta meningkatkan
kesadaran petugas dan masyarakat melalui pembinaan dan sosialisasi
yang berkesinambungan akan arti penting pelayanan dan pengurusan
administrasi  kependudukan. Sedangkan untuk faktor pendukung,
diharapkan agar aparatur Kelurahan Kumai Hilir dapat terus

mempertahankannya, bahkan kalau perlu ditingkatkan.

. Ketidakoptimalan pelayanan administrasi kependudukan dibenahi melalui

perbaikan kinerja aparatur, mulai dari mengidentifikasi sumber permasalahan,
merumuskan dan melaksanakan rencana tindak lanjut dalam rangka
perbaikan, serta melakukan evaluasi agar permasalahan dapat teratasi.
Kepada pegawai yang bertugas dan perannya sebagai pelayan publik,
agar dapat bekerja secara lebih baik, disiplin, dan profesional dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menggunakan pendekatan

yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.
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Lampiran 3. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

A. Macam Wawancara

Menurut Moleong (2004:186) wawancara adalah percakapan yang

dilakukan dengan maksud tertentu oleh pewawancara (interviewer) yang
mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan
jawaban atas pertanyaan itu. Secara garis besar, Esterberg dalam Sugiyono
(2008:319) mengemukakan beberapa macam wawancara, sebagai berikut:

1. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data,
bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang
akan diperoleh. Dalam hal ini, peneliti telah menyiapkan instrumen
penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif
jawabannya pun telah dipersiapkan. Dalam wawancara terstruktur,
pengumpulan data dapat dilakukan beberapa pewawancara sebagai
pengumpul data, yang mana Guba dan Lincoln dalam Moleong (2004:188)
menyebutnya  dengan  istilah wawancara tim atau  panel.
Selain mempersiapkan instrumen sebagai pedoman wawancara, peneliti
dalam wawancara terstruktur mempersiapkan dan menggunakan alat bantu
seperti tape recorder, gambar, brosur dan material lainnya yang dapat

membantu pelaksanaan wawancara berjalan lancar.
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2. Wawancara Semistruktur

Sifat wawancara semistruktur lebih bebas jika dibandingkan
wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk
menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak

terwawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

. Wawancara tak berstruktur

Wawancara ini adalah wawancara bersifat bebas di mana peneliti
tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara
sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara
yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan
ditanyakan. Wawancara tak berstruktur yang disebut juga wawancara
terbuka, digunakan dalam penelitian pendahuluan atau untuk penelitian
yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti. Pada penelitian
pendahuluan, peneliti berusaha mendapatkan informasi awal
tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada objek,
sechingga peneliti dapat menemukan secara pasti permasalahan
apa yang harus diteliti. Dalam wawancara tak berstruktur,
peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh,
sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan
oleh narasumber. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban
dari nara sumber, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan

berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan.
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B. Langkah-Langkah dalam Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara dalam penelitian kualitatif

memiliki beberapa langkah-langkah, seperti yang dikemukakan oleh Lincoln

dan Guba dalam Sugiyono (2008:219) yaitu:

1.

2.

Menetapkan kepada siapa wawancara akan dilakukan
Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan

pembicaraan

. Mengawali atau membuka alur wawancara

Melangsungkan alur wawancara

. Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya
. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan

. Mengidentifikasi tidak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

C. Jenis Pertanyaan dalam Wawancara

Salah satu hal yang pokok dalam mempersiapkan suatu wawancara

adalah berkenaan dengan pertanyaan apa yang perlu ditanyakan kepada nara

sumber. Patton dalam Moleong (2004:192) mengemukakan enam jenis

pertanyaan sebagai berikut:

1.

Pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman atau perilaku

Pertanyaan ini berkaitan dengan apa yang dibuat dan telah diperbuat
seseorang.  Pertanyaan  demikian  diajukan  bertujuan  untuk
mendeskripsikan pengalaman, perilaku, tindakan, dan kegiatan yang dapat

diamati pada waktu kehadiran pewawancara.
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. Pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat atau nilai

Pertanyaan jenis ini ditujukan untuk memahami proses kognitif
dan interpretatif dari subjek. Jawaban terhadap pertanyaan ini memberikan
gambaran kepada peneliti mengenai apa yang dipikirkan tentang dunia
atau tentang suatu program khusus. Pertanyaan itu menceritakan tujuan,

keinginan, harapan, dan nilai.

. Pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan

Pertanyaan demikian ditujukan untuk dapat memahami respons

emosional seseorang berhubungan dengan pengalaman dan pemikirannya.

. Pertanyaan tentang pengetahuan

Pertanyaan tentang pengetahuan diajukan untuk memperoleh
pengetahuan faktual yang dimiliki responden dengan asumsi bahwa suatu

hal dipandang dapat diketahui.

. Pertanyaan yang berkaitan dengan indera

Pertanyaan ini berkenaan dengan apa yang dilihat, didengar,
diraba, dirasakan, dan dicium. Maksud pertanyaan ini adalah memberikan
kesempatan kepada pewawancara untuk memasuki perangkat

indera nara sumber.

. Pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang atau demografi

Pertanyaan ini berusaha menemukan ciri-ciri pribadi orang yang
diwawancarai. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu membantu
pewawancara menemukan hubungan nara sumber dengan orang lain.
Pertanyaan-pertanyaan baku berkaitan dengan usia, pendidikan, pekerjaan,

tempat tinggal atau mobilitas.
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D. Mencatat Hasil Observasi dan Wawancara

Peneliti Kualitatif mengandalkan observasi dan wawancara dalam
pengumpulan data di lapangan. Pada waktu di lapangan peneiti membuat
catatan yang segera setelah itu akan disusun menjadi sebuah catatan lapangan.
Catatan yang dibuat di lapangan sangat berbeda dengan catatan lapangan.
Catatan yang dibuat saat peneliti di lapangan dapat berupa coretan seperlunya
yang sangat dipersingkat, yang berisi kata-kata kunci, frasa, pokok-pokok
isi pembicaraan atau pengamatan, gambar, sketsa, diagram, dan lain-lain.
Catatan itu berguna hanya sebagai alat perantara yaitu antara apa yang dilihat,
didengar, dirasakan, dicium, dan diraba dengan catatan sebenarnya dalam
bentuk catatan lapangan. Catatan ’sederhana” di lapangan diubah ke dalam
catatan yang lengkap dan dinamakan catatan lapangan. Bogdan dan Biklen
dalam Moleong (2004:209) mengemukakan bahwa catatan lapangan adalah
catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan
dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian
kualitatif. Pada dasarnya catatan lapangan berisi dua bagian yaitu:

1. Bagian deskriptif yang berisi gambaran tentang latar pengamatan,
orang, tindakan, dan pembicaraan

2. Bagian reflektif yang berisi kerangka berpikir dan pendapat peneliti,
gagasan, dan kepeduliannya. Proses pencatatan lapangan dilakukan setiap

kali peneliti selesai mengadakan observasi atau wawancara
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Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih
kredibel/dapat dipercaya apabila didukung oleh dokumen-dokumen yang
kredibel yang dapat berupa dokumen pribadi seperti buku harian,
surat pribadi, autobiorafi ataupun dokumen resmi berupa dokumen internal
seperti memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat
tertentu, laporan rapat, surat keputusan dan dokumen eksternal yang berisi
bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya
majalah, buletin, dan berita media massa.

Dalam melakukan penelitian yang  mengambil  judul
“Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Kumai
Hilir Kecamatan = Kumai  Kabupaten  Kotawaringin  Barat”,
penulis menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview).
Pedoman wawancara ini sebagai upaya untuk menggali segala aspek
informasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.
Pertanyaan yang diajukan berkembang sesuai dengan poin-poin telah disusun.
1. Latar belakang pelaksanaan pelayanan:

a. Dasar peraturan yang berlaku
b. Kebijakan yang dilaksanakan.
2. Kualitas pelayanan publik:

. Tingkat kedisiplinan pegawai

o

b. Kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas

[¢]

. Tanggapan pengguna layanan atas layanan yang diterima
d. Indikator-indikator kualitas pelayanan publik

e. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelayanan publik.
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No.

Indikator

Pertanyaan yang dikembangkan

Tangibles

. Apakah fasilitas operasional sesuai dengan kebutuhan

dalam pelaksanaan tugas?

. Apakabh fasilitas tersebut cukup mudah didapat dan

dioperasionalkan serta dapat menghasilkan output yang
berkualitas/bagus?

. Apakah infrastruktur pendukung selalu memenuhi

standar kualitas dan memenuhi perubahan kebutuhan
konsumen?

Reliability

. Sejauhmana informasi yang diberikan kepada klien tepat

dan dipertanggungjawabkan?

. Apakah klien segera mendapatkan perbaikan apabila terjadi

kesalahan?

Responsiveness

Bagaimana respon provider jika ada klien yang komplain?
Apakah provider segera memberi penyelesaian secara
tepat?

Competence

Kesesuaian antara kemampuan petugas dengan
fungsi/tugasnya.

Apakah provider cukup tanggap untuk melayani klien?
Apakah organisasi mengadakan pelatihan untuk
meningkatkan kemampuan aparat sesuai dengan
perkembangan/perubahan tugas?

Courtesy

Bagaimana sikap petugas dalam memberikan pelayanan
kepada klien?

Apakah petugas cukup ramah dan sopan?

Apakah petugas membantu kesulitan pelanggan?

Credibility

. Bagaimana reputasi kantor/lembaga tersebut?
. Apakah biaya yang dikeluarkan oleh klien sesuai dengan

output/jasa yang diperoleh?

. Apakah petugas selalu ada saat jam kerja?

Security

. Apakah ada jaminan keamanan/keselamatan terhadap klien

dalam mekanisme tersebut?

Acces

. Bagaimana klien mendapatkan informasi?
. Apakah klien mudah menghubungi petugas untuk

mendapatkan pelayanan?

. Apakah lokasi kantor tersebut mudah dijangkau semua

klien?

. Apakah prosedur yang diterapkan sederhana?
. Apakah informasi untuk konsumen mudah dan jelas?
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9, Communication

a. Bagaimana petugas menjelaskan prosedur/mekanisme
untuk mendapatkan pelayanan?

b. Apakah klien segera bisa mendapatkan respon jika terjadi
kesalahan?

c. Semua keluhan atau pengaduan akan dijawab dengan
segera dan jika perlu keluhan atau pengaduan diberi
Sfollow up secara detail.

d. Ketersediaan feedback lewat radio (feedback interactive)

10. | Understanding the
Customer

a. Apakah provider tanggap akan terhadap kebutuhan klien?

Sumber : Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990)
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Lampiran 4. Pedoman Telaah Dokumen dan Pedoman Observasi

A. Pedoman Telaah Dokumen:
1. Rujukan peraturan pusat, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pusat
2. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Dokumen Anggaran Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2013 (Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Kumai Hilir
adalah Kecamatan Kumai)

4. Dokumentasi terkait pelayanan administrasi kependudukan.

B. Pedoman Observasi:
1. Sarana dan prasarana dalam pelayanan administrasi kependudukan
2. Sikap aparatur terhadap pelayanan administrasi kependudukan
3. Partisipasi masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan

4. Kualitas pelayanan yang diberikan dan tingkat penerimaan masyarakat.
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Lampiran 6. S.E. Mendagri No. 470/327/S]

MENTERI DALAM NEGER!
REPUBLIK INQONESIA
Jakarta, 17 Januari 2014

Nomor . 470/327/83 Kepada
Sifat . Sangat Segera : Yth. 1. Gubernur
Lampiran : 1 (satu) berkas 2. Bupati/Walikota
Hal : Perubahan Kebijakan dalam _ di-

Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 112 Tahun 2013 tentarg Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26
Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK
Secara Nasional, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan
Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tersebut, maka terdapat beberapa
perubahan yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan administrasi
kependudukan yang perlu dipahami dan diimplementasikan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta perlu disosialisasikan kepada
semua lapisan masyarakat.

2. Perubahan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, antara
lain :

a. Masa Berlaku KTP-el i
Masa.berlaku KTP-el yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi
berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen
data dalam KTP-el, antara iain perubahan status, perubahan nama,
perubahan alamat, penambahan gelar, perubahan jenis kelamin,
baitk yang sudah diterbitkan maupun yang akan
diterbitkan.

b. Stelsel Aktif
Dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, semula yang
diwajibkan aktif adalah penduduk diubah menjadi, yang aktif
adalah Pemerintah melalui Petugas dengan pola jemput
bola atau pelayanan keliling.
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¢. Pencetakan Dokumen/Personalisasi KTP-el
Pencetakan dokumen/personalisasi KTP-el yang selama ini
dilaksanakan terpusat di Jakarta, pada tahun 2014 dan
seterusnya diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, sesuai dengan amanat Pasal
8 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

d. Penggunaan Data Kependudukan Kementerian Dalam
Negeri

Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber
dari data kependudukan kabupaten/kota, merupakan satu-
satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua
keperluan : alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan
DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan,
pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan
kriminal,

e. Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya melebihi
Batas Waktu 1 (satu) Tahun
Semula penerbitan Akta Kelahiran tersebut rnemeriukan penetapan
Pengadilan Negeri, diubah dengan Keputusan Kepala Dinas
Keperndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal
ini sesuai_dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April
2013. .

f. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil
Yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya Peristiwa Penting,
diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili
penduduk. Perubahan norma ini sangat memudahkan
masyarakat, karena masyarakat tidak perlu mengurus akta-akta
pencatatan sipil di tempat terjadinya peristiwa, tetapi cukup
mengurus di domisilinya saja.

9. Pencatatan Kematian
Pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban
penduduk, diubah menjadi kewajiban RT atau nama lain
untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada
Instansi Pelaksana. Pelaporan tersebut dilakukan secara
berjenjang melalui RW atau nama lain, Desa/Kelurahan dan
Kecamatan. ‘

h. Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak
Dipungut Biaya (Gratis)

Larangan untuk tidak dipungut biaya (gratis), semula hanya untuk
penerbitan KTP-el, diubah menjadi gratis untuk penerbitan semua
dokumen kependudukan (KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta
Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan

Anak, dan lain-lain).
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i. Pendanaan

Pendanaan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan
administrasi  kependudukan, baik di  provinsi  maupun
kabupaten/kota dianggarkan dalam APBN dan dimulai pada APBN-P
Tahun Anggaran 2014, dengan demikian berarti sebelum
tersedia APBN-P tahun 2014, pendanaannya masih tetap
menggunakan APBD.

Perlu kami sampalkan. bahwa penyediaan APBN-P tahun 2014
untuk penyelenggaraan program dan keglatan administrasi
kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota sedang dalam
proses.

3. Pengéngkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural
pada Unit Kerja Administrasi Kependudukan

Untuk  meningkatkan  efektivitas  pelayanan  administrasi
kependudukan dan memaksimalkan pelaksanaan steisel aktif bagi
Pemerintah melalui Petugas dalam rangka pelayanan keliling,
maka berdasarkan Pasal 83A Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013, pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Struktural pada
unit kerja yang menangani administasi kependudukan diatur
sebagai berikut : '

1) Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani
administrasi  kependudukan di  Provinsi, diangkat dan
diberhentikarn oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan
Gubernur.

2) Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani
administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan
Bupati/Walikota melalui Gubemur.

3) Penilaian kinerja Péjabat Struktural tersebut dilakukan secara
periodik oleh Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut tentang proses
pengangkatan dan pemberhentian tersebut sedang dalam proses.

3. Perubahan utama yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112
Tahun 2013, antara lain adalah KTP Non Elektronik (KTP biasa),
yang sebelumnya berlaku sampai tanggal 31 Desember 2013,
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 126
Tahun 2012 diperpanjang masa berlakunya sampai dengan
tanggal 31 Desember 2014 dengan Peraturan Presiden Nomor 112
Tahun 2013. Pertimbangan utama perpanjangan masa berlaku KTP
Non Elektronik tersebut adalah sebagai berikut :

Tugas Akhir Program Mahasiswa (TAPM) 199

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41782.pdf UNIVERSITAS TERBUKA

Sampai akhir tahun _2013, dari 191 juta Penduduk yang berpotensi
memiliki KTP-el, masih terdapat sekitar 19 juta Penduduk yang
belum memungkinkan untuk memperoleh KTP-el sampai akhir
2013.

b. Pelaksanaan pencetakan KTP-el pada tahun 2014 diserahkan
kepada kabupaten/xota sebagaimana yang diamanatkan dalam
Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013, sedangkan
anggaran untuk pencetakan KTP-el tersebut dibebankan pada
APBN-P tahun 2014, yang diperkirakan baru akan tersedia pada
pertengahan tahun 2014.

c. Apabila. masa berlaku KTP Non Elektronik tidak
diperpanjang, maka sejumiah sekitar 19 juta Penduduk tidak
memiliki kartu identitas, karena di satu pihak KTP Non
Elektronik tidak berlaku lagi, di pihak fain KTP-el belum
dimungkinkan untuk didapatkannya.

d. Berdasarkan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
tentang Pemilu Anggeta DPR, DPD dan DPRD, mengamanatkan
Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau
Daftar Pemilih Tambahan, dapat ikut memilih dengan
menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el atau KTP Non
Elektronik) atau Paspor. Dengan adanya perpanjangan masa
berlaku KTP Non Elektronik, juga dimaksudkan untuk
mengantisipasi agar semua Warga Negara Indonesia yang
berhak memilih bisa menggunakan hak pilihnya walaupun
tidak tercantum dalam DPT.

. Copy Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden
Nomor 112 Tahun 2013, teriampir.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan terima kasin.

Tembusan Yth :

1, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;

3. Menten Keuangan Republik Indonesia;

4. Menteri PPN/Kepala Bappenas;

5. Kepala BPKP;

6. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;

7. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
8. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;

9. Kepala Dinas Kependudukan Provinsi seluruh Indonesia;

10.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
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Lampiran 7. S.E. Mendagri No. 900/326/S]

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

MENTERI] DALAM NEGER!
REPUBLIK IN_DONESIA
Jakarta, 17 Januari 2014

1 900£326/33 Kepada
: Sangat Segera Yth. 1. Gubernur
: 2. Bupati/Walikota
: Larangan Pungutan Uang . di -

dalam Memberikan Pelayanan

Administrasi Kependudukan SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang
Noimor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilu serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, dengan ini diminta
perhatian Saudara sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, antara
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lain mengamanatkan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas,
wewenang dan kewajiban Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan
Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai
ketentuan perawran perundang-undangan.

Berdasarkan kesepakatan Pemerintah dengan Komisi Pemilihan Umum
pada tanggal 28 Agustus 2012, antara lain disepakati bahwa apabila
Pihak KPU memerlukan bantuan dan fasilitasi dari Pihak Pemerintah,
maka KPU harus mengajukan permintaan tertulis kepada Pemerintah.

. KPU melalui surat Nomor : 617/KPU/IX/2013 tanggal 6 September

2013, telah meminta bantuan kepada Kementerian Dalam Negeri
untuk menyandingkan DP4 de